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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
















































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





 ََفػْيػَك : kaifa 
 َْوػَهَََؿ  : haula 
3. Maddah 





























fath}ah  dan ya>’ 
 
ai a dan i ََْىػ 
 
fath}ah dan wau 
 
















ََتَاػم : ma>ta 
ىػَمَر : rama> 
 ََلػْيِػق : qi>la 
َُتُْوػمَػي : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah (t). 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َُةػَضْوَرََِؿاَفْطَلأا  : raud}ah al-at}fa>l 
َُةَػنْػيِدػَمْػَلاََُةَلػػِضَاػفْػَلا  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 












fath}ah dan alif atau ya >’ 
 
ََ ...اََ...َ|َى  
 






a dan garis di atas 
 kasrah dan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 










5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَػّػبَر : rabbana> 
ََانػػَْيػّجَػن : najjaina> 
 َقػَحْػػَلا : al-h}aqq 
ََمِػػّعُػن : nu‚ima 
 َوُدػَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 َىِػلػَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َىِػػبَرػَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿاَ  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 







َُةَػػَلزْػػلَّزَلا  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُةَفػَسْلػَفْػػَلا : al-falsafah 
َُدَلاِػػػبْػػَلا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْوُرػُمَْأػت : ta’muru>na 
َُعْوػَّنػػَلا : al-nau‘ 
 َءْيػَش : syai’un 
َُتْرػُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (للها) 







berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َُْنػيِدََِللها  di>nulla>h  َِللهِاب billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َْمػُهََِْفََِةَمْػػػحَرََِللها     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 








Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 







Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 






Kemuliaan dan pujian seluruhnya adalah milik Allah Swt, demikian pula 
kekuatan dan kekuasaan, kesehatan dan kesempatanm hidayah dan taufik adalah 
milik-Nya. Tiada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt. Sesudah keimanan 
melainkan itikad baik dan tyang sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah 
Allah Swt. Sungguh suatu keberuntungan yang tak ternilai, bagi orang yang 
melayarkan bahtera hidupnya dengan hiasan berbagai aktifitas manfaat yang diiringi 
ketaatan dan permohonan kepada Allah Swt. “Ya Allah, anugerahilah kebahagiaan 
dan kesalamatan kepada hamba-hambamu yang senantiasa berikhtiar mencari rida-
Mu dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diujikan kepadanya”. Salawat dan 
salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Rasulullah 
Muhammad saw., kerabat, para sahabat beliau, para ulama warasatul anbiyaa dan 
orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan yang telah beliau tunjukkan yaitu jalan 
Islam. 
Tesis ini merupakan realisasi dan kerja panjang dan  usaha yang tiada henti 
yang dilakukan dan didukung oleh teman sepenuntunan di Pascasarjana UIN 
Alauddin, serta motivasi yang tiada henti dari Bapak dosen pembimbing. Usaha 
maksimal dalam melakukan penelitian pustaka telah dilakukan dengan 
mengggunakan pendekatan politis-yurudis, berkunjung ke Perpustakaan mencari 
buku rujukan yang kompeten dengan pembahasan tulisan ini. 
Sebagai wujud simpati dan penghargaan yang mendalam serta ucapan terima 
kasih yang tinggi tercurah  kepada semua pihak yang telah membantu. Meskipun 
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dengan keterbatasan ruang, perkenankan menyebutkan di antara mereka sebagai 
berikut : 
1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si sebagai Rektor UIN Alauddin. 
Demikian pula seluruh Wakil Rektor, Kepala Biro AUPK dan AAKK, dan 
serta segenap pejabat dan staf di lingkungan UIN Alauddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A, sebagai Direktur Pascasarjana 
UIN Alauddin, Kepala Tata Usaha dan seluruh pejabat dan staf PPs UIN 
Alauddin Makassar. 
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag yang telah mengajar dan 
membimbing penulis. Keikhlasan dan keilmuan beliau yang telah dan terus 
menuntun, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam penyelesaian studi 
ini. 
4. Bapak Dr. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I yang telah memeriksa dan 
membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran perbaikan dan 
penyempurnaan sehingga tesis ini menjadi jauh lebih baik. 
5. Rekan-rekan seperjuangan dan sepenuntutan di program magister angkatan 
2012, dengan semangat kebersamaan, penulis dapat mengikuti perkuliahan 
dengan baik tanpa melupakan suasana diskusi di ruang kuliah yang sering kali 
muncul humor dan canda. Mereka inilah yang membuat waktu perkuliahan 
tidak terasa berlalu. Apalagi cemilan yang secara bergantian oleh teman 
sepenuntutan baik untuk mahasiswa maupun Bapak dan Ibu dosen telah 
menjadi penyedap nikmatnya menuntut ilmu. 
6. Kedua orang tua penulis, Ibunda Rusdiah, S.Ag dan ayahanda Drs. Mahmud. 
Keduanya telah memberikan hikmah terhadap seluruh putra-putrinya  
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sehingga mengantar anak-anaknya untuk dapat menuntut ilmu dan menjadi 
orang yang bermanfaat bagi sesama. 
Tiada yang dapat kami ucapkan selain ungkapan terima kasih yang tidak 
tehingga, serta panjatan doa kepada Allah swt. Semoga seluruh bantuan, simpati, doa, 
dan keprihatinan yang disampaikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang 
berlipat ganda dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang akan diperoleh di hari 
akhirat kelak. Amin, amin, amin, ya Rabbal „Alamin. 
Upaya penyusunan tesis ini telah dilakukan secara maksimal tapi tentunya 
tidak lupt dari kesalahan seperti kata bahasa : Tidak ada gading yang tak retak. 
Karenanya, dibutuhkan masukan, saran dan kritikan konstruktif guna perbaikan dan 
penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga segala usaha ini senantiasa tercerahkan 
sehingga dapat terwujud karya yang berguna bagi pengembangan keilmuan 
khususnya pembangunan hukum Islam di Indonesia. Amin. 
 
Makassar, 19 Juni 2015 
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Nama  : MIFTAH FARID 
Nim  : 80100212027 
Konsentrasi : HUKUM ISLAM 
Judul Tesis :  LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (SUATU         
TINJAUAN POLITIK ISLAM) 
 
Tesis ini berjudul “Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Tinjauan 
Politik Islam)” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep legislasi 
perspektif politik Islam? 2) Bagaimana wujud legislasi hukum Islam di Indonesia 
kontemporer? 3) Bagaimana peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di 
Indonesia? 
Untuk menyelesaikan permaslahan digunakan pendekatan siya>si (politik 
Islam), teologis normatif dan filosofi dengan pengumpulan berbagai sumber 
literatur terkait yang telah dipublikasikan dalam bentuk kitab, majalah, koran, dan 
bahan-bahan kepustakaan atau biasa disebut library research. Teknik analisis data 
yang digunakan sebagai kajian kepustakaan  menggunakan teknik content 
analysis (analisis isi). Hal ini disebabkan data yang dihadapi bersifat deskriptif 
verbal. Disamping itu, dianalisis dengan berpikir induktif (argumentasi, deskripsi, 
dan perbandingan) dan berpikir deduktif (analogi). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konfigurasi politik yang 
diperankan oleh negara dan pemerintah sangat diperlukan sebagai sarana untuk 
menegakkan hukum Islam dalam arti sepenuhnya jika didukung oleh keseragaman 
kesadaran hukum. (2) Implementasi hukum Islam di Indonesia secara universal  
telah terakomodir dan terlaksana dengan baik, meskipun masih terbatas dalam 
masalah hukum privat. (3). Produk legislasi yang merupakan produk politik harus 
mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum, dan fakta 
menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia. 
Implikasi dari penelitian ini disarankan agar dalam hal mengupayakan 
legislasi hukum Islam di Indonesia perlu mengambil dua langkah penting: (1) 
Legislasi hukum Islam harus dengan cara melalui jalur konstitusional, yaitu 
melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sehingga tidak justru 
mengundang resistensi dari kalangan lain serta kontraproduktif bagi citra agama 
Islam dan umat Islam. (2) Memperjuangkan hukum Islam memerlukan tindakan 
nyata (seperti penyusunan RUU) secara konsisten dengan prinsip pembangunan 
hukum, jika hanya sebatas janji tanpa dibarengi dengan bukti nyata hanya akan 




Name  : MIFTAH FARID 
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Concern : ISLAMIC LAW 
 Thesis : THE LEGISLATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA (AN 
ISLAMIC POLITIC VIEW) 
 
 
This thesis entitles “ The Legislation of Islamic Law in Indonesia ( an 
Islamic politic view)” with problem statements; 1) How is legislation concept in 
Islamic politic perspective? 2) How is contemporary existence of Syariah in 
Indonesia? 3)  How is the chance and defiance of Syariah in Indonesia. 
To solve this problem, it used siya>si (Islamic Political), normative 
theological, and philosophical approaches by collecting some sources of library 
research which were found in kitab (Islamic books), magazines, newspapers. The 
technique of data analysis used as literature review was content analysis because 
the data collected remained verbal descriptive. Besides, it was analyzed by 
inductive thought (argumentation, description, and comparison) and also 
deductive thought (analogy). 
Research showed that (1) Politic configuration acted out by goverment was 
extremely important to constitute a total Islamic law if it was supported by legal 
awareness uniformity. (2) The Implementation of Islamic law in Indonesia was 
universally good at acomodation and conduction eventhough it was bordered by 
private law. (3) Legislation ouput of politic must have had a major support from 
law association, and the fact showed Islamic politic aspiration was not a majority 
in Indonesia. 
This research implied to take two ways in upholding Islamic constitution 
in Indonesia; (1) Legislation of Islamic Law must be in legal contitution through 
House of People’s Representative in order to remove resistance from other and 
contra-productive for Islamic face and the muslimin. (2) Fighting for Islamic stand 
needed a real action like Planning Constitution (RUU) consistently in the base of 
the principle of law development. If it was a talk only without action, it would  





A. Latar Belakang Masalah 
Perdebatan seputar penerapan politik bernuansa Islam dalam sebuah 
negara merupakan salah satu objek studi yang tidak pernah kering dan tetap 
aktual, perdebatan itu berlangsung sejak periode awal sejarah pelembagaan 
hukum Islam, Perdebatan itu telah berlangsung sejak periode awal sejarah 
pelembagaan hukum Islam, yakni masa pemerintahan khalifah kedua Daulah 
Abbasiyah sampai pada abad XX.1 
Tidak terkecuali di negara Indonesia modern, ditinjau dari perspektif 
religio-politis, syariat Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang sejarah 
pelembagaan hukum Islam di Indonesia senantiasa terlibat pergumulan dan 
ketegangan abadi dalam memposisikan relasi antara syariah dan negara, antara 
proyek sekularisasi dan islamisasi negara dan masyarakat.  
Perdebatan dalam ranah ideologis tersebut berimplikasi pada perdebatan 
ranah hukum. Konflik dan pergumulan dalam ranah ini terjadi sebagai 
konsekuensi dari: Pertama, dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, 
masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman 
primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini 
bersama untuk dipatuhi. Kebiasaan ini dapat disebut sebagai hukum adat, atau 
hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (the liing law). Kedua, dari segi 
agama terdapat nilai-nilai agama yang diyakini bersama, dijadikan sebagai sistem 
                                                          
1
 Kebijakan negara menjadikan syariah sebagai hukum negara semakin intens dilakukan 
awal abad XX, ketika ketika terjadi proses pembentukan negara di dunia Islam, bersamaan dengan 
berakhirnya dominasi kolonialisme Barat di negara-negara Muskim seperti Turki, Mesir, Sudan, 
Maroko, Pakistan, Malaysia, dan Aljazair. Lihat Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum 






kehidupan yang dianggap sebagai hukum yang bersumber dari agama yang 
diyakini sebagian besar masyarakat. Ketiga, sebagai negara yang pernah dijajah 
oleh Belanda yang mana Kolonial Belanda jelas membawa sistem hukum Belanda 
ke Indonesia dan bahkan memaksakan hukumnya kepada masyarakat jajahannya.
2
 
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam bahkan negara yang terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Melihat 
komposisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tersebut namun tidaklah 
dengan sendirinya Indonesia disebut sebagai Negara Islam yang memberlakukan 
syariat Islam sebagai dasar Negara.
3
 Meskipun demikian Indonesia 
mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain 
Hukum Adat, dan Hukum Barat.  
Dalam realita Negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah 
orang muslim, posisi politik Islam dalam membentuk karakter bangsa sangat 
dibutuhkan, posisi politik Islam sangat besar dalam membuat suatu aturan yang 
mana peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik dari segi ritual maupun 
sosial kemasyarakatan. 
Dalam hal melegislasikan suatu hukum, peran lembaga-lembaga yang 
berwenang dalam hal pembentukan perundang-undangan sangatlah menentukan. 
Dalam negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, dikenal sebuah 
lembaga yang berperan penting dalam hal melegislasikan sebuah produk hukum, 
lembaga tersebut diistilahkan dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini 
mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem tata kelola negara, tak 
terkecuali dalam hal melegislasikan sebuah produk hukum menjadi undang-
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 Lihat A. Qodri Azizy, Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum 
(Jakarta: Teraju, 2004), h. 138-139. 
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 Studi ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia tidak ada 
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undang. Jika merujuk kepada literatur Islam dan konstitusi Indonesia, kita 
dapatkan gambaran yang nyata bahwa lembaga legislatif merupakan corong 
rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah agar cita-cita 
luhur UUD 1945 sebagai mandat dari para founding fathers negara menjadi 
nyata.  
Dalam kajian politik Islam, berbagai usaha telah dilakukan oleh para 
pakar untuk memberikan suatu definisi yang sesuai terhadap makna badan 
perundang-undangan (legislatif) yang lazimnya dalam istilah siya>sah dinamakan 
al-Sultah al-Tashri’iyyah atau ahl al-halli wa al-‘aqdi. Al-Sultah al-Tashri’iyyah 
merupakan sebuah lembaga atau badan yang bertugas membuat undang-undang.
4
  
Dalam kancah keilmuan, hubungan politik Islam dan negara, atau hukum 
Islam dan kekuasaan politik (negara) memang selalu menjadi wacana yang 
menarik, baik oleh kalangan Muslim sendiri maupun para Islamolog. Wacana ini 
sesungguhnya berpangkal dari historitas permulaan Islam itu sendiri, terutama 
pasca kepemimpinan Rasulullah SAW.
5
 
Berawal dari pertikaian politik lalu muncul firqah-firqah6 dalam Islam 
yang sekarang sering diistilahkan dengan sebutan aliran teologi atau kala>m.7 
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Muawiyah sebagai khalifah. Lihat J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan 
Pemikiran (Jakarta: LSIK, 1994), h. ix. 
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Firqah yang dimaksud pada saat itu adalah yang sekarang dinamakan Qadariyyah, 





Dalam perkembangannya, ternyata tidak sekadar perbedaan kala>m semata yang 
mengemuka. Perbedaan dalam bidang hukum dan tafsir pun tidak kalah subur 
pertumbuhannya. Fanatisme golongan dalam politik menjadi hal yang tak 
terelakkan. Golongan yang dominan dan dekat dengan penguasa politik akhirnya 
yang memperoleh kuasa dalam silsilah dan struktur pemerintahan.  
Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas 
muslim terbesar di dunia merupakan fenomena tersendiri bagi dunia Islam. Islam 
yang masuk di Indonesia selain  sudah menjadi bagian dari firqah-firqah yang ada 
dalam sejarah hukum Islam. Selain itu, peranan tradisi dan sosio-kultural asli 
Indonesia dengan paham dasar yang melekat dari tradisi animisme dan 
dinamisme  cukup besar mewarnai corak hukum yang berkembang terutama 
dalam menyeleksi dan membentuk karakter dan model Islam ala Indonesia. 
Melekat dalam fenomena khas itu antara realitas masyarakat Indonesia yang 
plural, baik suku, agama, ras, dan golongan, yang dikenal dengan istilah SARA. 
Hal yang menarik, meskipun agama Islam merupakan unsur dominan di 
dalam masyarakat Indonesia, tetapi  dasar negara dan pandangan hidupnya tidak 
didasarkan pada agama (Islam).
8
 Menjadikan agama sebagai dasar negara untuk 
membentuk nation-state yang mampu memayungi pluralitas tidak berhasil. Hal 
inilah yang menyebabkan Pancasila sampai pada saat ini dipandang sebagai 
solusi terbaik atas konstruksi relasi agama dan negara, karena sifatnya yang 
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Kemunculan firqah-firqah ini sebetulnya terjadi setelah peristiwa pembunuhan khalifah 
Utsman bin Affan. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam yang sering disebut al-fitnah al-
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Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan 
Kemodernan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 203-205. 
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selain mampu memberikan kesamaan persepsi dan memupuk integrasi atas 




Konsekuesinya, politik hukum dalam kehidupan hukum nasional selalu 
dianggap efektif dalam penerapannya di Indonesia sebagai wujud ideologisasi 
dan nasionalisasi. Tetapi karena pluralitas itu pula maka penerapan dan 
pemberlakuan hukum Islam secara ‘murni’ dalam pentas sosial politik Indonesia 
kontemporer selalu mengundang polemik. Polemik itu tak sekadar berkutat pada 




Polemik di atas menjadikan legislasi hukum Islam dianggap sebagai suatu 
keharusan dan menentukan eksistensinya di nusantara. Merekonstruksi catatan 
sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk 
melegislasikan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat, terbukti 
dengan di undangkan-undangkannya berbagai macam produk hukum Islam 
terutama dalam masalah hukum kekeluargaan.  
Perjuangan umat Islam dan para cendikiawan muslim atas hukum Islam 
tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem 
hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga sampai pada tingkat lebih jauh, 
yaitu dikenal dengan istilah legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam 
menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata-mata substansinya, 
tetapi secara legal formal dan positif. 
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Persoalan seputar penting tidaknya syariat Islam dilegislasikan menjadi 
hukum nasional merupakan satu wacana yang kerap melahirkan perdebatan yang 
cukup panjang. Pemikiran ke arah itu banyak disampaikan oleh berbagai 
kalangan, walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak 
dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, kultural, ideologis, dan 
religiositas. 
Azyumardi Azra misalnya, dalam menanggapi soal kemungkinan legislasi 
syariat Islam menjadi hukum nasional, mengungkapkan bahwa yang harus 
diperhatikan adalah kondisi umat Islam Indonesia yang bukan merupakan realitas 
monolitik, tapi adalah realitas yang beragam, banyak golongannya, pemahaman 
keislamannya, keterikatannya, dan pengetahuannya yang berbeda-beda. Realitas 
sosiologis ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan viabilitas, artinya 
hukum Islam tersebut tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi 
kontraproduktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya terhadap 
Islam berbeda tadi kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan.
11
 
Selain itu, menurut Azyumardi Azra, perbedaan mazhab fikih juga perlu 
diperhitungkan, karena harus diakui bahwa di dalam soal fikih, khususnya 
mengenai hudud, terdapat perbedaan yang dari dulu sampai sekarang belum 
teratasi. Jadi, ada masalah secara internal di dalam fikih itu sendiri. Misalnya 
soal hudud, atau lebih spesifik lagi soal hukum rajam. Ada kalangan ulama 
misalnya Mahmud Syaltut berpendapat, hukum rajam adalah hukuman maksimal. 
Padahal kalau hukum rajam itu menjadi hukum yang maksimal, maka salah satu 
filsafat hukum yang merupakan inti dari filsafat hukum adalah menghindari 
semaksimal mungkin hukum yang maksimal. Karena kalau hukuman maksimal 
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dijatuhkan maka fungsi aspek edukatif dari hukum itu menjadi hilang. Itu satu 
contoh yang perlu dipertimbangkan.
12
 
Juhaya S. Praja melihat pendapatnya dalam merespon wacana 
dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka 
sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktek tidak lagi 
berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi 
kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja 
menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan 
bangsa. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang 
mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus 
dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan 
larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari 
hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Ketiga, 
adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam 
sehingga peranan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan 
yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.13 
Pendapat yang berbeda disampaikan Habib Riziq Shihab, menurutnya 
penerapan hukum Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi Negara. Ia 
mengatakan bahwa hukum Islam secara formal harus diperjuangkan dan harus 
diamalkan secara substansial. Tidak ada gunanya memperjuangkan formalitas 
sedangkan substansialnya ditinggalkan. Sebaliknya ia tidak setuju bila 
mengatakan yang penting substantinya, formalitasnya tidak perlu. Justru dengan 
formalisasi, maka substansi bisa diamalkan. Ia juga mengungkapkan pendapat 
Imam al-Ghazali yang berbicara tentang tata Negara Islam, bahwa ‚agama 
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adalah fondasi, pemerintahan sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada 
fondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga pasti akan hilang.‛ 




Kajian ini menitik beratkan pada pendekatan siyasah (politik Islam) yang 
dengan demikian menjadikan materi politik Islam sebagai jalan dalam proses 
legislasi hukum Islam di Indonesia. Karena tanpa pendekatan ini kesan 
pembahasan materi hukum Islam akan kelihatan kurang mendalam. Dengan jalan 
ini setiap muslim meyakini bahwa hukum Islam lengkap dan mencakup dalam 
segala hal kehidupan manusia termasuk pertautan antara hukum Tuhan di arena 
politik dengan kekuasaaan yang berlaku dalam sebuah negara. 
Kajian ini akan memperlihatkan konfigurasi dan pola-pola interaksi pusat-
pusat kekuasaan diseputar hiruk-pikuk hukum Islam di Indonesia. Tesis ini akan 
membuktikan bahwa dalam konfigurasi politik demokratis dan otoriter bisa lahir 
karakter produk hukum responsif tapi tidak sebaliknya, karena dalam perspektif 
siya>sah pasti melahirkan produk hukum yang al-‘a>dilah/responsive, sedangkan 
siya>sah wad’iyyah dimungkinkan melahirkan produk hukum yang al-
‘a>dilah/responsive atau al-za>limah (konservatif). Hal ini dijelaskan antara lain 
oleh ‘Abd Rahman Taj, Abd Wahab Khallaf, dan Muhammad Diya al-Din al-Ris. 
Penilitian ini bermaksud mengelaborasi kajian-kajian terdahulu, dan 
mengkaji secara khusus masalah konsep hukum Islam dalam penyerapan 
pelembagaannya dalam sistem hukum nasional dengan mengedepankan disiplin 
ilmu Syariah melalui pendekatan politik Islam. 
Berdasarkan problematika dan tanggapan yang berbeda dari berbagai 
kalangan di atas maka problematika penerapan dan legislasi hukum Islam di 
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Indonesia menjadi wacana yang tetap aktual dan menarik dalam rangka 
mewujudkan cita-cita legislasi hukum Islam untuk mendapatkan posisi yang jelas 
dalam sistem hukum nasional. 
B. Rumusan Masalah 
Masalah pokok yang bertalian dengan legislasi hukum Islam dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: ‚Bagaimana menjadikan 
hukum Islam sebagai sumber pertama dan utama hukum nasional‛. Masalah ini 
dapat dirinci ke dalam tiga sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana konsep legislasi perspektif politik Islam?  
2. Bagaimana wujud legislasi hukum Islam di Indonesia kontemporer? 
3. Bagaimana peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia? 
C. Landasan Teori 
Teori-teori yang dijadikan landasan meneliti dan mengkaji permasalahan 
yang telah dirumuskan adalah: 
1. Teori Politik Hukum (Grand Theory) 
Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebgai aktifitas memilih 
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum 
tertentu di dalam masyarakat.
15
 Menurutnya, terdapat beberapa pertanyaan 
mendasar yang muncul dalam studi politik hukum yaitu:1) tujuan apa yang 
hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana, 
yang di rasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; 3) kapan 
waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu 
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sebaiknya dilakukan; 4) dapatkah dirumuskan pola yang baku dan mapan, yang 
bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk 
mencapai tujuan tersebut secara baik. 
Berdasarkan tolak ukur di atas, maka untuk menggambarkan karakter 
produk hukum yang dihasilkan dari proses konfigurasi politik, menurut Mahfud 
ada tiga jawaban alternatif, yaitu: Pertama, produk hukum responsif yakni 
produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan 
masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan 
partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau indovidu yang ada di 
dalam ,masyarakat. Kedua, produk hukum konservatif yakni produk hukum yang 
materi muatannya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih 
mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni 
menjadikan masyarakat alat pelaksanaan ideologi dan program negara. 
Manfaat studi politik hukum yaitu untuk mengetahui bagaimana proses-
proses yang tercakup dalam wilayah kajiannya sehingga dapat menghasilkan 
sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. 
Manfaat politik hukum sebagai double movement principle, yaitu selain sebagai 
kerangka pikir  merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh 
lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dapat dipakai sebagai pisau 
analisa untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan 
berdasarkan legal policy yang ada.16 
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2. Teori Politik Islam (Middle Theory) 
Politik Islam di Indonesia bila dilihat dari faktor isi produk perundang-
undangan mengenai konsep hukum Islam yang lahir dari model negara Indonesia 
dapat bersifat responsif dan konservatif. Bila model Negara Indonesia dilihat 
dengan persfektif ‘Abd Rahman Taj, Abd Wahab Khallaf, dan Muhammad Diya 
al-Din al-Ris maka Indonesia dapat disebut menganut sistem siya>sah wad’iyyah 
yang kemungkinan melahirkan dua produk hukum, yakni al-a>dilah dan al-
za>limah.17 Untuk membuktikan responsif atau konservatifnya produk hukum 
yang dijadikan studi dalam kajian ini, maka akan dibahas tiga produk hukum 
Islam
18
 yang lahir dalam konfigurasi politik yang otoriter, tetapi karakter produk 
hukum yang lahir ternyata bersifat responsif atau dalam istilah politik Islam 
dikenal dengan istilah al-‘\a>dilah. 
3. Teori Konstitusi dan Akomodasi (Applicative Theory) 
Teori konstitusi digunakan untuk menjelaskan dinamika pelembagaan 
hukum Islam dan transformasinya ke dalam sistem hukum Indonesia. Dalam 
konteks politik Islam di Indonesia, teori konstitusi dan teori akomodasi menjadi 
relevan untuk diajukan sebagai landasan menganalisa kajian ini. Yakni suatu 
teori yang mengatakan bahwa Negara memiliki kewajiban konstitusional dalam 
mengakomodsi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional. 
Dengan demikian, semua produk hukum dan perundang-undangan yang 
dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan substansi nilai-nilai universal Islam 
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dan nilai-nilai hukum Islam atau sekurang-kurangnya peraturan perundang-
undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini 
mayoritas masyarakat dan bangsa Indonesia. 
D. Kerangka Teori 
Hukum Islam adalah hukum yang tertuju kepada muslim, perintah untuk 
taat dan patuh kepada norma-norma hukum yang ada dalam al-Quran dan 
Sunnah, serta norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan 
kewajiban individu dan kewajiban kolektif. Kewajiban individu adalah setiap 
orang memiliki tanggung jawab untuk memberi kontribusi pemikiran 
keberlakuan nilai-nilai hukum Islam secara legal formal. Sedangkan kewajiban 
kolektif adalah setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab 
mendistribusikan nilai-nilai hukum Islam melalui jalur legislasi. 
Dari sudut pendekatan hukum nasional, negara wajib mengurus 
pembangunan hukum dalam semua kebijakan hukum, karena memahami konteks 
sosial politik di Indonesia maka untuk menghadirkan bangunan hukum Islam 
harus menghargai pluralitas bangsa indonesia dengan segala karakter kebangsaan, 
kebudayaan, dan kemajuannya dalam hal berdemokrasi dan menegakkan hak 
asasi manusia menjadi pilar dan corak dari realitas sosial bangsa Indonesia 
sekarang ini. Tantangan ini ditujukan sebagai jawaban nyata atas agenda 
formalisasi syariat Islam kelompok Islamis yang dinilai masih ekslusif, yang 
cenderung mengabaikan pluralitas budaya dan mengenyampingkan hak asasi 








1. Substansi Hukum (X1) meliputi: 
a. Cita hukum keadilan, artinya hukum yang diciptakan harus hukum 
yang adil bagi semua pihak, termasuk adil dalam memenuhi 
aspirasi politik dan hukum yang menjadi kebutuhan sebagian besar 
masyarakat Indonesia. 
b. Supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa, artinya peran 
eksekutif menghormati kehendak rakyat dan melaksanakan 
kebijakan yang pro-rakyat. 
c. Menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama 
sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945. 
2. Analisis karakter pembentuk hukum (X2): 
a. Demokratis, artinya sistem pemerintahan demokrasi menghendaki 
adanya hukum yang responsif dan mengedepankan aspirasi 
masyarakat (bottom up). 
b. Otoriter, pembentuk undang-undang cenderung otonom, tidak 
partisipatif dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses 
pembuatannya (top down). 
3. Karakter produk hukum (X3) 
a. Hukum Represif, dalam tipe hukum represif, hukum dipandang 
sebagai abdi kekuasaan yang bersifat menekan dan memaksa dan 
merupakan perintah dari yang berdaulat, memiliki kewenangan 
sangat leluasa tanpa batas, sehingga hukum menjadi alat 
kekuasaan yang represif. 
b. Hukum konservatif, yakni produk hukum yang jelas-jelas 






c. Hukum Responsif, yang secara politis produk hukum ini lahir 
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E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Mengingat judul yang diangkat ialah ‚Legislasi Hukum Islam di 
Indonesia: Suatu Tinjauan Politik Islam‛. Untuk lebih mengarahkan dan 
menghindari interpretasi yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung 
di dalam judul ini, maka penulis perlu menjelaskan fokus kajian dalam penelitian 
ini. 
Legislasi adalah produk hukum dan politik, sehingga ketika membahas 
legislasi hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik yang berkembang 
atau pengaruh politik terhadap sistem pembangunan hukum di suatu negara. 
Berlakunya hukum Islam di Indonesia dengan berbagai bentuk 
transformasinya telah mengalami pasang surut seiring denga  perkembangan 
politik dan hukum yang diterapkan dalam periodisasi kekuasaan negara, sehingga 
untuk mengembangkan proses legislasi dan transformasi hukum Islam ke dalam 
sistem hukum nasional diperlukan usaha yang serius melalui partisipasi semua 
pihak dan lembaga-lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dan 
kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik yang ditetapkan dalam 
suatu negara. Usaha ini akan memantapkan proses legislasi hukum di Indonesia 
sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kalangan penggiat dan praktisi dalam 
bidang hukum Islam. 
 Legislasi hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum 
dalam bentuk perundang-undangan, dalam kamus hukum diartikan proses 
pembuatan hukum (undang-undang) maupun produk hukum, pembuatnya sering 
disebut legislator.
19
 Dalam teori pemisahan kekuasaan, lembaga negara pembuat 
hukum adalah lembaga legislatif. Kata ‚legislatif‛ dapat dijumpai baik dalam 
kepustakaan hukum umum maupun dalam kepustakaan hukum Islam. Dalam 
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kepustakaan hukum Islam padanan kata legislasi adalah tasyri’ dan padanan kata 
legislator adalah sya>ri’. 
Legislasi adalah proses pembentukan hukum tertulis dengan atau melalui 




‚Legislation is an expression of the general will, shuch that a free people is 
only bound by the laws which they have made for themselves.‛ 
 Dalam kajian ini proses legislasi yang dimunculkan adalah upaya 
memperjuangkan hukum Islam agar dimasukkan dalam undang-undang melalui 
gagasan transformasi hukum Islam sehingga produk legislasi mendapat tempat 
yang seharusnya dalm sistem hukum nsional Indonesia. 
Legislasi dalam kajian ini dipadukan dengan kata hukum Islam di 
Indonesia karena legislasi hukum Islam merupakan sebuah langkah yang 
diperlukan dalam rangka transformasi hukum Islam di Indonesia dewasa ini. 
Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum secara 
etimologi berarti memerintah, menghukum atau putusan.
21
 Kata hukum juga 
berarti secara legal, sesuai dengan aturan, pasti.
22
 Secara terminologi 
sebagaimana dalam kamus hukum, dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa dan yang menentukan tingkah laku manusia 
dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. 
Pelanggaran terhadap tindakan-tindakan yang tadi berakibat diambilnya 
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 Kemudian kata Islam yang digandengkan dengan hukum 
dimaksudkan sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada 
manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai Rasul.
24
 
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan 
dari al-fiqh al-Isla>mi>yah atau dalam konteks tertentu dari al-syariat al-
Isla>miyah.25 Hasbi ash-Shiddieqie mendefinisikan, hukum Islam adalah koleksi 
daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atau kebutuhan 
masyarakat.
26
 Dalam konteks Indonesia, hukum Islam dipahami sebagai 
peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk 
pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang. 




Hukum Islam di Indonesia yang dimaksud dalam kajian ini adalah hukum 
Islam yang bersifat dinamis, responsif, merupakan hasil pemikiran ulama di 
Indonesia yang berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam 
merupakan upaya manusia yang sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang 
dinilai suci, sehingga dimensi ini menjadikan hukum Islam lebih dipahami 
sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan pendekatan ijtihad atau pada 
tingkat tehnis disebut istinbat al-ah}ka>m,28 Dalam dimensi inilah terminologi 
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hukum Islam di Indonesia lebih dimaknai sebagai hasil pemikiran hukum dalam 
bidang fikih, fatwa-fatwa ulama, jurisprudensi (putusan pengadilan) dan produk 
undang-undang. 
Pengertian hukum Islam atau hukum syara’ menurut para ulama ushul, 
adalah doktrin (khita>b) syari’ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 
mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan 
(taqri>r).29 Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari 
ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kesimpulan ilmu yang sangat luas 
pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam 
mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat 
secara umum.
30
 Kemudian dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama ushul fikih 
mendefinisikannya dengan tuntutan Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan 
orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu 
menjadi sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhs}ah (keringanan) atau ‘azi >mah 
(perbuatan).
31
 Hukum Islam dimaksudkan sebagai peraturan yang berpautan 
dengan kehidupan orang dewasa dalam melaksanakan perintah dan atau 
meninggalkan larangan berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan hadis \. 
Dari berbagai pengertian tentang hukum Islam tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan 
dibakukan di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah 
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peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam lima 
produk pemikiran hukum yaitu fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan 
undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. 
Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama yang 
dituangkan dalam kitab fikih yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis\, sehingga 
dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia. 
Hasil dari produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut, diformulasikan dalam 
satu kitab atau buku yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan atau 
kebijakan dalam lembaga-lembaga peradilan dan instansi lainnya. 
Dari pengertian legislasi dan hukum Islam di atas, maka fokus kajian 
penilitian ini dibatasi pada konsep pengembangan hukum Islam Indonesia dengan 
jalan legislasi dalam bidang perundang-undangan yang akan diwujudkan sebagai 
sumber-sumber materi muatan hukum, sehingga kedudukan hukum Islam di 
Indonesia semakin memperoleh kekuatan yuridisnya dan dapat bersaing dalam 
pembinaan hukum nasional. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan library research 
(kepustakaan), yaitu dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan (objek kajian) yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 
penulis akan mengkaji tentang legislasi hukum Islam di Indonesia dalam tinjauan 
siya>sah (politik Islam). 
Pembahasan tentang Legislasi hukum Islam khususnya di Indonesia 
adalah pembahasan yang tidak pernah kering dalam perbincangan hukum Islam 
maupun upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia. Hal ini karena masalah 
legislasi dijadikan para praktisi hukum maupun cendikiawan muslim sebagai 





menjadi bagian dalam sistem hukum nasional. Terlepas dari pro dan kontra yang 
ada tentang upaya legislasi hukum Islam sebagai sebuah keniscayaan upaya ini 
dianggap urgen dan tetap aktual dalam rangka menjadikan hukum Islam sebagai 
bagian dari hukum negara. 
Para praktisi hukum telah banyak menuangkan tulisannya mengenai 
upaya legislasi hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam 
sudut pandang dan berbagai upaya demi memperjuangkan hukum Islam menjadi 
bagian dari hukum nasional dengan jalan legislasi hukum. 
1. Legislasi Hukum Islam di Indonesia oleh Jazuni. Karya ini merupakan seri 
disertasi yang judul aslinya ‚Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Pasang 
surut legislasi hukum Islam sejak UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sampai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam)‛. Penulisan buku ini berupaya untuk mengupas 
persinggungan antara Islam dan Barat dengan menjadikan politik hukum 
sebagai pembanding dalam upaya legislasi hukum di Indonesia. Dalam 
tulisan tersebut menitikberatkan kajiannya pada studi tentang politik 
hukum pembentuk hukum di Indonesia mengenai hukum Islam. Politik 
hukum menurut Jazuni merupakan kebijakan pembentuk hukum dalam 
memilih nilai-nilai hukum Islam untuk dijadikan hukum nasional dan 
menerapkan nilai-nilai hukum Islam sebagai hukum nasional. Dengan 




Jazuni memandang bahwa semua produk legislasi dapat ditinjau dari 
hukum Islam, oleh karenanya dalam penelitiannya produk legislasi dan 
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rancangannya yang dijadikan fokus kajian dibatasi pada produk legislasi yang 
memiliki kriteria yang hanya cukup terperinci di dalam syari’at atau merupakan 
kebutuhan umat Islam untuk diatur dalam peraturan-perundang-undangan. 
Di dalam buku ini pula Jazuni menyinggung tentang peluang dan 
tantangan proses legislasi hukum Islam di Indonesia. Menurutnya peluang 
legislasi hukum Islam di Indonesia mendapat peluang yang sangat besar karena 
mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam yang dengan demikian kemungkinan 
mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Tantangannya yakni adanya perbedaan 
pendapat di kalangan Muslim sendiri, ada yang mendukung gagasan legislasi 
hukum Islam dan ada yang menolaknya. 
2. Hukum Islam Indonesia Modern yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. 
Jurnal ini mengungkap permasalahan utama sejarah dan perkembangan 
hukum Islam dan penerapan hukum Islam di Indonesia pada masa pra-
rerormasi. Dalam pembahasan akhir buku tersebut dijelaskan bahwa 
pengembangan hukum Islam di Indonesia harus mempertimbangkan 
semangat budaya masyarakat Indonesia yang tidak sepenuhnya sejalan 
dengan masyarakat Islam lainnya. Tampaknya pembahasan buku tersebut 
lebih menitikberatkan fokus kajiannya pada usaha pengalihan ijtihad dari 
ijtihad pribadi kepada ijtihad kolektif yang digunakan nantinya untuk 
merumuskan hukum Islam Indonesia sesuai dengan lingkungan sosial 
budaya Indonesia. 
3. Teori Ijmak Kontemporer dan Relevansinya dengan Legislasi Hukum 
Islam di Indonesia yang ditulis oleh Moh. Badrudin. Disertasi ini 
membahas tentang sejumlah persoalan tentang teori ijmak klasik yang 
dikaitkan dengan legal drafting di Indonesia. Seperti apakah validitas 





mekanisme berijmak pada masa modern. Moh. Badrudin menyimpulkan 
bahwa pendapat sahabat dan fatwa ulama dalam kitab fikih yang 
diasumsikan sebagian telah ada ijmak padanya, ternyata hanyalah 
kesapakatan mayoritas ulama, bukan ijmak total. Karenanya, diperlukan 
rekonstruksi ijmak pada era modern. 
4. Fiqh Indonesia yang ditulis oleh Marzuki Wahid. Buku ini membahas 
tentang upaya legislasi hukum Islam di Indonesia, dengan mengangkat 
beberapa tema dan permasalahan yang pernah dilakukan oleh penulis-
penulis sebelumnya tentang upaya pelembagaan hukum Islam di 
Indonesia. Pembahasan yang diangkat mempunyai kesamaan makna 
dengan buku yang ditulis oleh Jazuni, yang mebedakannya buku ini 
memberikan item tersendiri dalam fokus kajiannya yakni dibatasi dengan 
kajian legislasi hukum KHI dan CLD-KHI dalam bingkai politik hukum, 
meski demikian kasus-kasus yang lain menurut Marzuki Wahid tidak 
diabaikan begitu saja. 
5. Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi pembentukan Hukum Nasional,  
yang ditulis Agus Moh. Najib. Buku ini merupakan seri disertasi yang 
diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam 
tulisannya itu tidak jauh beda dengan buku hukum Islam di Indonesia 
pada umumnya. Titik permasalahannya hanya berkutat seputar penegakan 
hukum waris Islam di peradilan agama dan ketentuan hukum waris Islam 
di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.
33
 
6. Pelembagaan Hukum Islam Indonesia yang ditulis oleh Busthanul Arifin. 
Dalam buku tersebut Busthanul Arifin membahas tentang sistem hukum 
dan eksistensi, konsolidasi dan aktualisasi pengadilan agama di Indonesia 
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7. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional yang 
di tulis oleh Ali Imron. Disertasi ini membahas tentang hakekat 
pertanggungjawaban hukum dalam payung pancasila sebagai cita-cita 
pembangunan hukum nasional Indonesia perspektif Islam dan 
keterkaitannya dengan dinamika masyarakat.  
Pemilihan terhadap buku-buku rujukan tersebut di atas, meskipun di 
dalamnya tidak terdapat bahasan mengenai legislasi hukum Islam dalam tinjauan 
politik Islam seperti tesis ini, namun bahan dan materi yang terdapat dalam buku 
rujukan tersebut, baik rujukan pokok maupun penunjang, cukup memadai untuk 
digunakan untuk merekonstruksi sebuah pemikiran, ide, dan gagasan yang  
berkaitan dengan legislasi hukum khususnya produk hukum Islam yang telah 
berhasil dilegislasikan. 
Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menyorot dengan cara yang 
berbeda dengan apa yang telah dituangkan oleh para penulis-penulis lainnya 
yakni dengan memfokuskan kajian penelitian penulis pada legislasi hukum Islam 
di Indonesia dengan menggunakan pendekatan politik Islam (siya>sah). Untuk 
menjaga keilmiahan tulisan ini penulis tetap bersumber pada kajian legislasi yang 
telah ada dan konsep dari penulis-penulis sebelumnya agar kajian ini tidak 
terkesan ‘datar-datar saja’ dan tidak kehilangan daya kritisismenya. 
G. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan multi disipliner. Dalam 
operasionalnya menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya: 
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a. Pendekatan Politis (siya>si), dengan menjelaskan pengaruh politik dalam 
melegislasikan sebuah produk hukum. 
b. Pendekatan Historis (sejarah), dengan memaparkan aspek sejarah atau latar 
belakang keberadaan dari munculnya semangat legislasi hukum Islam di 
Indonesia yang dikaitkan dengan wajah politik di Indonesia dari masa ke 
masa. 
c. Pendekatan Yuridis (hukum), yakni dengan menjelaskan aspek hukum atau 
reformulasi hukum Islam di Indonesia dari sudut pandang politik Islam. 
d. Pendekatan teologis normatif (syar’i), yakni dengan mengemukakan dasar 
hukum nakli dan akli dari variabel legislasi hukum Islam dalam tinjauan 
siya>sah (politik Islam). 
e. Pendekatan Filosofis, dengan menjelaskan hakikat dan esensi dari semangat 
legislasi hukum Islam Indonesia dilihat dari aspek siya>sah. 
f. Pendekatan Sosiologis, dengan menghubungkan perkembangan kebutuhan 
masyarakat dan hukum Islam Indonesia dari era ke era, sehingga diperlukan 
penelitian politik hukum khususnya politik Islam agar hukum Islam sebagai 
salah satu hukum negara tetap eksis dan dapat menjawab tantangan dan 
kebutuhan masyarakat. 
Legislasi hukum Islam di Indonesia dalam tinjauan siya>sah akan dikaji 
dengan menggunakan pendekatan di atas. Namun demikian, pendekatan 
primernya adalah teologis normatif (syar’i) dan yuridis. Dengan demikian, 
pendekatan inilah yang lebih banyak digunakan dalam analisis kritisnya. 
Sedangkan pendekatan lainnya digunakan sebagai pendekatan sekunder. 
2. Teknik pengumpulan data 
Pada dasarnya, penelitian ini adalah studi tentang fiqh dan hukum Islam 





dalam perspektif siya>sah. Olehnya itu, sesuai dengan judulnya kajian ini 
sepenuhnya bersifat kepustakaan (library research), karena sumber datanya baik 
secara langsung maupun tidak langsung berasal dari bahan tertulis yang telah 
dipublikasikan dalam bentuk kitab, majalah, koran, dan bahan-bahan 
kepustakaan sebagai data primer dengan terlebih dahulu melihat judul-judul buku 
yang relevan, kemudian isinya ditelaah, kemudian diklasifikasi sesuai dengan 
batasan masalah. Data yang relevan dikumpulkan atau dicatat dalam buku data 
dan ditempatkan berdasarkan klasifikasinya. 
Beberapa buku peraturan perundang-undangan Indonesia dan literatur 
hukum Islam tentang konsep hukum Islam di Indonesia baik klasik maupun 
kontemporer dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini. Disamping 
itu, masih ada sumber lain yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang 
dibahas.  
3. Teknik Analisis Data 
Sebagai kajian kepustakaan, maka data yang diperoleh akan dianalisis 
dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Hal ini disebabkan 
data yang dihadapi bersifat deskriptif verbal, yaitu: penulis menguraikan 
informasi yang terkumpul, kemudian dianalisa dan dipilih yang sesuai dengan 
pembahasan sehingga target dan tujuan penelitian dapat dicapai. Data yang 
terkumpul direduksi dengan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, 
kategori tertentu, dan tema tertentu sehingga terbentuk rumusan konseptual yang 
utuh. 
Disisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan siyasah dengan 
membahas dan menganalisa fungsi dan peran siyasah (politik Islam) dalam proses 
legislasi hukum Islam di Indonesia atau menjelaskan sejauh mana relevansi fiqh 





mendapatkan hasil yang optimal. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat 
kualitatif karena kajiannya tidak lepas dari penelitian maksud yang tersirat di 
dalamnya. Disamping itu, dianalisis dengan berpikir induktif (argumentasi, 
deskripsi, dan perbandingan) dan berpikir deduktif (analogi). 
H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan konsep tentang upaya positivisasi hukum dan legislasi 
hukum Islam di Indonesia sebagai upaya reformulasi dan rekonstruksi 
pembaharuan hukum Islam yang sudah dilegislasikan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya konsep legislasi hukum Islam 
sebagai tujuan reformulasi hukum, sekaligus meneliti kemungkinan penerapan 
dan pengembangannya untuk masa sekarang dan masa akan datang. 
Mengingat pengembangan dan penyesuaian produk hukum Islam di Indonesia 
perlu dijalankan terus menerus dan diaktualisasikan, maka upaya legislasi 
menjadi wacana yang perlu ditumbuh kembangkan dan dihidupkan lagi. 
c. Untuk mengetahui bagaimanana hakikat dari upaya positivisasi hukum Islam 
yang secara substantif adalah dimensi integral dari ajaran Islam dan sejauh 
mana efektifitas dari upaya legislasi hukum Islam di Indonesia jika dilihat dan 
dikaji dari segi fiqh siyasah (politik) di Indonesia. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu usaha untuk memperkenalkan 
keluwesan dan kemampuan hukum Islam dalam menjawab permasalahan 
masyarakat. 
b. Diharapkan pula agar penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk 





norma yang hidup di dalam masyarakat dan melalui upaya legislasi materi-
materi yang ditawarkan dapat diserap ke dalam hukum nasional sehingga 
mampu menjadikan hukum agama sebagai salah satu hukum yang berlaku 
secara positif dalam rangka untuk membentuk nation-state yang mampu 
memayungi pluralitas bangsa Indonesia yang dikenal majemuk. 
c. Untuk memperkaya wacana/khazanah literatur dan kepustakaan agar 
menjadi bacaan yang berguna bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka 
yang ingin mendalami masalah-masalah siya>sah (politik Islam) dan upaya 























KONSEP POLITIK ISLAM 
A. Prinsip dan Dasar Politik Islam 
Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, Allah  menurunkan al-Qur’an 
kepada manusia sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia agar tercipta 
kedamaian dan tata kehidupan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya, 
tak terkecuali dalam urusan Negara pasti terdapat hukum dan undang-undang 
yang telah disahkan oleh institusi pemerintrahan terkait. Akan tetapi dalam 
membuat atau menggunakan hukum beserta peraturan yang lain harus 
berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat signifikan dengan 
realita yang terjadi dalam masyarakat.  
Dalam realita Negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah 
orang muslim, posisi politik Islam dalam membentuk karakter bangsa sangat 
dibutuhkan, posisi politik Islam sangat besar dalam membuat suatu aturan yang 
mana peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik dari segi ritual maupun 
sosial kemasyarakatan. Untuk mendalami kajian ini, sebelum lebih jauh mengkaji 
tentang konsep politik Islam dan untuk menghindari penyimpangan makna, maka 
terlebih dahulu akan dijelaskan prinsip dan dasar dari politik Islam yang 
dikembangkan dalam sejarahnya oleh para islamolog dalam bidang pemikiran 
politik Islam. 
Politik Islam dalam kaidah bahasa arab diistilahkan dengan kata ةسايس  
(siya>sah), secara etimologis kata ةسايس (siya>sah) merupakan bentuk masdar dari 
ساس- سوسي-  ةسايس  (sa>sa, yasu>su,siya>sah)  yang artinya mengatur, mengurus, 
mengemudikan, memimpin, dan memerintah.
35
 Di samping arti tersebut kata 
siya>sah juga berarti ‚politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan‛. Kata ‘sa>sa’ 
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bersinonim dengan kata ربد (dabbara) yang artinya mengatur, to lead 




Pengertian harfiah tidak menjelaskan ihwal ةسايس (siya>sah) yang 
sesungguhnya. Dalam keadaan demikian, pengertian teknis akademis mengenai 
siya>sah dipandang perlu. Berkenaan dengan kebutuhan ini, para ulama telah 
memberikan pengertian istilah siya>sah, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi 
Bahatsi yang dikutip oleh Djazuli yaitu: 
عراشلا قفو يلع دابعلا حلاصم ريبدت 
‚Pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan syara‛37 
Ibn ‘Abid al-Din, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi 
batasan, menurutnya siya>sah adalah kemaslahatan untuk umat manusia dengan 
menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di 
akhirat. Siya>sah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik 
secara lahir maupun secara batin. Ssegi lahir siya>sah berasal dari para pemegang 
kekuasaan (para Sultan dan Raja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin 
siya>sah berasal dari ulama pewaris para Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.38 
Dalam konteks modern siya>sah sering dirujuk sebagai politik. Merujuk 
kepada tradisi Islam, Ibn Taimiyyah menggunakan terminologi siya>sah yang 
merujuk kepada konsep dan tata cara pelaksanaan pembahasan kembali kepada 
persoalan taat setiap rakyat kepada Allah swt, Rasul dan pemerintah. Asas 
ketaatan menurutnya adalah keadilan, dengan maksud menjadi kewajiban rakyat 
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untuk tunduk dan taat kepada pemerintah selagi mereka melaksanakan 
pemerintahan secara adil. Ini karena pemerintahan baginya adalah salah satu 
cabang kewajiban agama.39 
Dalam sejarah pemikiran Islam, teori politik Islam pada dasarnya berkisar 
pada pandangan ahli fukaha Islam yang membahas isu khilafah atau imamah. 
Berdasar dari konsep ini para pemikir Islam memperincikan gelagat pemimpin 
Islam bermula semenjak zaman Rasulullah saw hingga zaman sekarang. Istilah 
yang sering dirujuk sebagai wacana politik Islam adalah seperti khilafah, 
imamah, mulk, dan daulah islamiyah. Justru, terminologi politik Islam seperti 
yang dipahami dalm konteks modern boleh dianggap terasa asing dari kamus 
terminologi sejarah Islam. Dengan demikian, teori politik Islam sering 
memerlukan beberapa perubahan tertentu khususnya dari sudut terminologi. 
Akan tetapi, jelas bahwa penekanan asas terhadap teori politik Islam adalah tetap 




Sedangkan untuk masalah dasar dan prinsip politik Islam para pemikir 
Islam kontemporer merumuskan beberapa prinsip dan dasar politik Islam. Yang 
dimaksud dengan prinsip dasar dalam uraian ini adalah dasar-dasar atau asas-asas 
kebenaran fundamental, petunjuk peraturan moral yang terkandung dalam suatu 
ajaran yang dijadikan landasan berfikir, bertindak, dan bertingkah laku manusia 
dalam mengelola suatu negara. Al-Maududi, Jamal al-Banna, beberapa pemikir 
Islam lainnya merumuskan beberapa prinsip dan dasar politik Islam antara lain: 
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Pertama, kedaulatan, yakni kekuasaan itu merupakan amanah. Kedaulatan 
yang mutlak dan klegal adalah milik Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan 
satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Kedaulatan mutlak 
dalam pandangan Jamal al-Banna dikenal dengan terminologi keimanan. 
Menurutnya, iman adalah prinsip dasar Islam yang pertama dan utama bagi 
pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara.
41
 Pendapat yang sama dan 




Kedua, prinsip keadilan, salah satu ciri khas kehidupan islami dan 
masyarakat muslim adalah ditegakkannya keadilan, keadilan merupakan nilai-
nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar dalam berbagai aspek kehidupan, 
baik kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Keadilan adalah memberikan 
sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus 
diperoleh tanpa diminta, tidak bersifat berat sebelah, atau tidak memihak kepada 
salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajibanserta mengerti mana yang benar 
dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang 
ditetapkan. Keadilan tersebut tidak mungkin terealisasi jika tidak ada suatu 
sistem atau lembaga yang menegakkannya. Keadilan yang dimaksud adalah 
keadilan dalam ekonomi dan hukum, keadilan dalam menentukan kebijakan, dan 
keadilan dalam perlindungan anak.43 Ketika suatu negara dapat menciptakan 
keadilan akan dapat menciptakan suatu negara ideal tanpa adanya penindasan 
dan eksploitasi, sehingga rakyat merasa mulia dan terhormat. 
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Ketiga, prinsip dasar dalam politik Islam adalah syu>ra> dan ijma’, yakni 
mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui 
konsensus dan konsultasi dengan semua pihak yaitu rakyat melalui pemilihan 
secara adil, jujur dan amanah. Syura merupakan sebuah sistem permusyawaratan 
yang digunakan Nabi dalam setiap proses pengambilan keputusamn mengenai 
urusan-urusan politik. Di luar urusan wahyu dari Allah swt, Nabi dikenal tidak 
pernah mengambil keputusan apapun juga kecuali melalui musyawarah dengan 
sesama para sahabat. Bahkan, untuk urusan0urusan yang penting dan 
menyangkut kepentingan orang banyak dan masyarakat luas, Rasulullah selalu 
mengundang tokoh-tokoh sahabat yang berasal dari kabilah, suku, ataupun 
kalangan-kalangan bersangkutan untuk diajak bermusyawarah. 
Keempat, semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Beberapa 
hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan 
pribadi, harga diri, dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat 
dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa 
diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis 
dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.44 
Kelima, hak-hak negara. Semua warga negara meskipun yang oposan atau 
yang bertentangan dengan pemerintah sekalipun, mesti tunduk kepada otoritas 
negara yaitu kepada hukum dan peraturan negara. 
Prinsip-prinsip tersebut mengejewantahkan Negara Madinah era 
kepemimpinan Rasulullah. Dalam piagam Madinah, digalang suatu perjanjian 
untuk menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam 
kehidupan sosial politik. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara 
Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi untuk 
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menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah. Dengan mengetahui dan 
mempelajari tentang politik Islam, dimana semua prinsip-prinsip yang 
terkandung telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw, maka sepatutnya kita juga 
mengikuti alur dari prinsip-prinsip politik Islam sehingga segala persoalan politik 
negara di era globalisasi tidak menjadi kacau dan dapat terlaksana dengan baik. 
B. Politik Islam dan Kekuasaan Negara 
Secara garis besar para teoritisi politik Islam merumuskan teori-teori 
tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga 
paradigma. Pertama, Paradigma Integralistik. Paradigma ini menerangkan bahwa 
negara dan agama menyatu (integrated), negara merupakan lembaga politik dan 
keagamaan sekaligus. Karena negara dan agama menyatu ini berakibat 
masyarakat tidak bisa membedakan aturan mana aturan negara dan mana aturan 
agama, karena itu rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara 
dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, begitu juga sebaliknya. Karena 
rakyat tidak dapat melakukan control terhadap penguasa yang selalu berlindung 
dibalik agama maka otoritarianisme dan kesewenang-wenangan oleh penguasa 
tentu saja sangat potensial terjadi dalam negara dalam model seperti ini. Kepala 
negara yang diasumsikan menjadi penjelmaan Tuhan yang meniscayakan 
ketundukan mutlak tanpa ada alternative lain. Atas nama ‚Tuhan‛ penguasa bisa 
berbuat apa saja dan menabukan perlawanan rakyat.45 Secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa inti landasan teologis paradigma ini adalah keyakinan akan 
watak holistik Islam. Premis keagamaan ini dipandang sebgagai petunjuk bahwa 
Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. 
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Bahkan sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman hidup bahwa 
Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara.46 
Kedua, Paradigma Simbiotik. Paradigma ini beranggapan bahwa antara 
agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal 
balik dan saling menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara, 
sebab melalui negara dapat berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya, 
negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara 
dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.47 
Ketiga, Paradigma sekularistik. Paradigma ini memisahkan agama dan 
negara dan memisahkan negara dari agama. Dengan pengertian ini secara tidak 
langsung akan menjelaskan bahwa paradigma ini menolak kedua paradigma 
sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara 
kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk negara 
tertentu.48 
Paradigma yang berkembang di atas, berasumsi bahwa  sinergitas antara 
politik dan kekuasaan negara sangatlah berhubungan. Sebab keduanya 
mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, politik tanpa kekuasaan 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sementara kekuasaan tanpa politik tidak 
berarti apa-apa. Kekuasaan mencakup dua aspek yakni kewenangan dan 
kemampuan. Kekuasaan politik mencakup adanya kewenangan dan kemampuan 
untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas politik. Karena itu dalam kekuasaan 
politik perlu pengabsahan kekuasaan politik sebagai pijakan legitimasi terhadap 
segala yang melekat dalam diri kekuasaan. Hal ini disebabkan karena dengan 
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keabsahan politik, pemerintah dapat menuntut kepatuhan rakyat yang hanya 
mungkin diberikan oleh rakyat jika mereka mempunyai kepercayaan kepada 
pemerintah.49 
Keabsahan kekuasaan sangat berkaitan dengan penyelenggaraan dan 
pengawasan terhadap aktivitas politik. Hal ini disebabkan karena tanpa 
keabsahan kekuasaan, lembaga-lembaga struktural (pemerintahan dan 
kemasyarakatan) tidak mempunyai daya mengikat terhadap yang lain. Artinya, 
aktivitas pemerintahan yang tidak didasarkan atas kekuasaan yang sah tidak 
berhak untuk menuntut kepatuhan rakyat. Demikian juga dengan aktivitas 
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah 
dapat diabaikan bahkan dituntut oleh pemerintah sebagai perbuatan melanggar 
hukum. Dari sini terlihat perlunya unsure pengawasan politik, dan ini relevan 
dengan pertanggungjawaban politik (political responsibility).50 
Pertanggungjawaban kekuasaan politik diungkapkan oleh Deliar Noer. Ia 
menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah (kepercayaan). Karena itu, untuk 
orang-orang yang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada 
Tuhan dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya.51 Dengan 
demikian, kekuasaan sebagai amanat mengandung makna bahwa kekuasaan itu 
merupakan suatu objek yang dilimpahkan kepada manusia dank arena itu makna 
pertanggungjawaban melekat kepadanya. Artinya, setiap orang yang diberikan 
kekuasaan dalam politik wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan 
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Secara garis besar menurut Abd. Muin Salim, kekuasaan politik tercermin 
dalam al-Quran sebagai berikut: 
1. Kekusaan politik adalah milik Allah karena Dia-lah sang Pencipta, 
Pemelihara, dan Penguasa alam semesta. Dia pulalah yang membuat hukum 
untuk mengatur alam semesta dan membuat syariat untuk mengatur 
kehidupan manusia. Karena itu, Dia-lah yang menjadi sumber kekuasaan 
politik yang dimiliki manusia. 
2. Dalam kehidupan politik yang nyata, al-quran sebagai firman Tuhan adalah 
hukum yang tertinggi. Dia menjadi sumber hukum sekaligus sebagai 
rujukan akhir dan tertinggi dalam bidang hukum. Karena itu, kedaulatan 
hukum terletak dalam al-Quran, manusia memperoleh kedaulatan politik 
yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga structural 
berdasarkan prinsip amanat atau representatif. 
3. Legitimasi kekuasaan politik rakyat dingan cara baiat keislaman, yakni 
pernyataan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada agama Islam yang 
disampaikan Allah kepada manusia dengan perantaraan Rasulullah saw. 
4. Penggunaan kekuasaan politik bersifat konstitusional dan tidak absolut, 
sebab aktivitas politik harus dijalankan berdasarkan hukum yang ada, baik 
hukum-hukum agama ataupun hukum perundang-undangan. 
5. Sesuai dengan ketentuan hukum (konstitusi), secara opereasional kekuasan 
terpusat tidak dalamtangan seorang kepala negara dan pemerintahan, tetapi 
terdistribusi secara vertikal berdasarkan prinsip federative atau unitaris; 
dan secara fungsional atau fungsi-fungsi legislasi, administrasi dan yudisi. 
6. Sesuai dengan fungsi-fungi pemerintahan, maka lembaga-lembaga 
pemerintahan dapat terdiri dari lembaga legislative, lembaga eksekutif, dan 
lembaga yudikatif. Sebagai lembaga pemerintahan, maka lembaga tersebut 
melaksanakan tugas-tugas politik yaitu melaksanakan pembangunan 
spiritual; melaksanakan pembangunan material; dan memelihara kehidupan 
masyarakat dan negara. 
7. Cita-cita politik yang hendak dicapai penyelenggaraannya tugas-tugas 
tersebut adalah terwujudnya sistem politik; tegaknya agama Islam dan 
terwujudnya keamanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. 
8. Tujuan-tujuan politik di atas merupakan wahana untuk mencapai tujuan 
kodrati manusia, sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengabdi kepada 
Allah swt. 
9. Pada sisi lain, rakyat dalam kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan 
politik melalui lembaga perwakilan atau majlis untuk melaksanakan 
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kedaulatannya untuk mengangkat kepala negara/pemerintahan, mengontrol 
kegiatan-kegiatan politiknya dan memakzulkan dalam keadaan khusus.53 
Dalam Islam, sumber dari segala sumber hukum adalah hukum Allah. 
Karenanya, sebagai hukum ketuhanan maka hukum Islam berlaku bagi pemeluk 
Islam (muslim). Norma hukum dasar yang mengaturnya adalah pernyataan dua 
kalimat syahadat.54 Meskipun hukum Islam mengikat (dalam arti berlaku bagi) 
individu, tidak berarti bahwa hukum Islam tidak berkolerasi dengan komunitas. 
Korelasi itu sesungguhnya ditunjukkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial 
dan adanya perintah untuk berdakwah, dengan mengajak kepada kebaikan dan 
mencegah dari keburukan. Anjuran itu ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran/3: 110 
yang berbunyi: 
                      
                          
          
Terjemahnya : 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 




Selanjutnya ditegaskan lebih lanjut dalam Al Qur,an ajakan untuk 
mengerjakan kebajikan dan meninggalkan keburukan dapat dilihat dalam Q.S. 
Ali Imran/3: 104 yang berbunyi: 
                                
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Lihat Abd. Muin Salim, Fiqh Siya>sah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran, h. 
277-279. 
54
 Dalam dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia, prinsip tersebut dikenal 
dengan istilah kredo atau teori syahadat. Teori tersebut mengharuskan pelaksanaan hukum Islam 
olh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari 
pengucapan kredonya. 
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Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Diterjemahkan oleh Yayasan 







Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar 
merekalah orang-orang yang beruntung
56
. 
Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, ada perintah untuk berdakwah 
yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan atau 
kemungkaran. Hal ini memiliki cakupan yang luas, dalam konteks negara dan 
pemerintahan, hal ini diwujudkan dengan memperjuangkan supremasi hukum 
Islam, dan di sini dapat dilihat bahwa peran dan posisi kekuasaan negara 
(pemerintah) hanyalah sebagai sarana untuk menegakkan hukum Islam. 
Namun demikian, negara dan pemerintah hanya dapat diperankan dan 
diposisikan sebagai sarana untuk menegakkan hukum Islam dalam arti 
sepenuhnya jika didukung oleh keseragaman kesadaran hukum (dalam hal ini 
hukum Islam). Faktanya tidaklah demikian, di Indonesia, penduduknya beragam 
dari segi agama yang dianut, dalam satu agama pun ada kesadaran hukum yang 
berbeda akibat perbedaan pemahaman dan aliran. 
Dalam hal memperjuangkan supremasi hukum Islam dalam kehidupan 
bernegara dilakukan melalui legislasi hukum Islam, yang sebagai (produk 
lembaga politik) mensyaratkan adanya dukungan mayoritas. Jadi, satu-satunya 
pintu ,masuk bagi melegislasikan hukum Islam adalah dengan jalan demokrasi.
57
 
Produk legislasi ini yang dalam batas-batas tertentu tidak hanya mendapat 
legitimasi dari Islam, tetapi juga lambat laun menjadi bagian dari hukum Islam. 
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Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Diterjemahkan oleh Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah al-Quran, h. 94. 
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Demokrasi tampaknya adalah konsep paling luhur dalam politik, demikian luhurnya 
hingga dijunjung tinggi dimana-mana. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti 
rakyat dan cratia yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan 
rakyat atau kekuasaan rakyat. Lihat Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Cet. I; 





Berdasarkan pendapat di atas, maka konsep kekuasaan politik dalam 
Islam bersumber dari Allah sebagai pemberi kekuasaan, manusia bertugas 
menjalankan kekuasaan tersebut menurut yang dikehendaki oleh pemberi 
kekuasaan, dan keseluruhan kegiatan pelaksanaan kekuasaan politik tersebut 
diarahkan untuk terwujudnya ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat sebagai aktualisasi tugas-tugas manusia di bumi. 
Pandangan pandangan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa 
dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga kekuasaan kepala 
negara tidak tak terbatas.58 Agaknya pandangan yang mengatakan bahwa 
sesungguhnya kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan rakyat lebih sesuai 
untuk konsep demokrasi yang islami. Kepala negara berkewajiban melaksanakan 
keinginan rakyat menurut hukum konstitusi yang disepakati. Semua orang tanpa 
terkecuali termasuk kepala negara memiliki kedudukan yang sama di depan 
hukum (equal before the law) konstitusi sehingga pengangkatan dan 
pemberhentian seorang kepala negara mengikuti hukum konstitusi yang 
disepakati bersama. 
Sebagai negara hukum yang demokratis, upaya untuk mempercepat, 
memaksimalkan peran pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat adalah sebuah 
prioritas politik. Untuk mewadahi ide yang demikian, legislasi adalah sebuah 
kebijakan politik yang menjanjikan, sebab dalam konteks inilah negara dapat 
mengelola potensinya untuk kesejahteraan masyarakatnya. 
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 Dilibatkannya rakyat, meskipun dalam artian secara tidak langsung, tetapi melalui 
wakil-wakilnya dalam pemerintahan, indikasi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi 
mendasarkan pandangannya pada keyakinan bahwa semua manusia adalah anggota masyarakat 
yang merdeka dan mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, adalah wajar jika pengakuan 
dan perlindungan tehadap hak-hak asasi manusia merupakan parameter untuk demokratis 
tidaknya suatu sistem pemerintahan. Kesamaan kedudukan ini tidak hanya antara orang-orang 
yang sama-sama berstatus rakyat, tetapi juga antara rakyat dan (aparat) pemerintah. Lihat Jazuni, 





C. Politik Islam dalam Masyarakat Multikultural 
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat),59 tidak 
berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Demikian bunyi penjelasan umum 
UUD 1945 dalam bab tentang sistem pemerintahan negara. Hukum yang berlaku 
di Indonesia adalah sistem hukum yang berdasar kepada falsafah pancasila, yang 
mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum yang diilhami 
oleh agama yang hidup di Indonesia. 
Sebagai manifestasi dari pengakuan terhadap agama dalam kehidupan 
manusia, maka negara mengakui hidupnya agama, sebagai sesuatu yang asasi 
dalam kehidupan warganya. Islam sebagai suatu agama yang dianut oleh 
mayoritas warga Indonesia merupakan agama yang mengandung hukum. Oleh 
karena itu, eratnya hubungan antar agama (dalam arti sempit) dengan hukum 
dalam Islam, maka sebagian sarjana mengatakan bahwa Islam adalah agama 
hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. 
Dasar negara pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi, dengan Islam 
dan sumber hukumnya adalah dua hal yang berbeda. Pancasila dan UUD 1945 
adalah hasil pemikiran manusia, yang digali dan diilhami oleh Bung Karno dan 
agama yang hidup di Indonesia, kemudian disempurnakan oleh panitia 
Sembilan.
60
 Sedangkan agama Islam dan sumbernya adalah wahyu Allah dan 
bukan produk pemikiran manusia. 
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 Jika dikaji secara kritis, sesungguhnya secara tekstual tak ada satupun pasal dalam 
UUD 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum, kecuali kata 
rechsstaat yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan 
Negara. Dianutnya konsep negara hukum dalam UUD 1945 tidak semata-mata ada atau tidaknya 
teks tersebut, melainkan makna substansi yang terkandung dalam Pembukaan, Batang Tubuh, 
dan Penjelasannya itu cukup signifikan untuk disebut sebagai negara hukum. Marzuki Wahid, 
Fikih Indonesia, h. 57. Untuk mempelajari mengenai hal ini lihat Ismail Sunny, Mekanisme 
Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru, 1980) 
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 Dari Sembilan anggota penandatanganan Piagam Jakarta yang melibatkan anggota 
PPKI hanya empat orang yakni Soekarno (ketua), Moh. Hatta (wakil ketua), Achmad Subardjo, 
dan K.H. Wahid Hasyim. Padahal K.H. Wahid Hasyim tidak hadir, sehingga penandatanganan 





Meminjam pernyataan Natsir, bahwa pancasila memang mengandung 
tujuan-tujuan Islam, tetapi pancasila itu bukan berarti Islam. Dengan demikian 
sistem hukum yang berdasarkan pancasila adalah sistem hukum yang 
berketuhanan yang maha Esa. Hal ini berarti bahwa hukum Islam itu sesuai 
dengan pancasila, yang selanjutnya diperkuat oleh pasal 29 UUD 1945, yakni 
‚Negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa‛.61 
Pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam sangat sesuai dengan 
pancasila adalah sesuatu yang wajar, namun bukan berarti ditafsirkan bahwa hal 
itu merupakan dominasi pancasila atas hukum Islam, karena dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, maka adalah sesuatu yang wajar jika hukum agama 
harus bersandar pada dasar hukum yang telah disepakati bersama dalam sebuah 
resultante, yakni pancasila.  
Eksistensi dan posisi agama di negara Indonesia yang mempunyai 
landasan konstitusional yang sangat kuat, memberikan indikasi bahwa sila 
‚Ketuhanan yang Maha Esa‛ sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai yang 
terkadung dalam agama Islam, baik secara konstitusional, kultural, struktural, 
maupun fungsional. Keduanya diletakkan dalam bingkai konstitusional yang jelas 
dan tegas, walaupun tidak dijadikan secara resmi sebagai dasar negara. Hal ini 
secara jelas menjelaskan bahwa secara legal konstitusional, Indonesia bukan 
negara sekuler dan bukan negara agama. 
                                                                                                                                                               
nasionalis sekuler. Lihat Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia (Cet. I; 
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 60. 
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 Menurut Deliar Noer, pendapat mengenai hubungan antara Pancasila dan Islam 
umumnya berkisar pada dua pendapat. Pertama, bahwa pancasila tidak bertentangan dengan 
Islam dank karena Pancasila tidak bertentangan dengan Islam maka cukuplah orang berbicara 
dengan Pancasila saja. Kedua, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan agama dan oleh sebab 
itu dalam menegakkan Pancasila tidak berarti kehidupan agama dikesampingkan, bahkan 
Pancasila akan kosong tanpa agama. Lihat Deliar Noer, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal 





Sebagaimana yang dikemukan oleh Busthanul Arifin, bahwa di Indonesia 
masih dalam tahap pembangunan hukum nasional, masih dalam tahap mencari 
konsep hukum nasional yang benar-benar memuaskan kesadaran hukum 
masyarakat dan benar-benar dapat menunjang usaha serta harapan bangsa yang 
sedang membangun.62 
Berdasarkan asumsi di atas, maka untuk membangun pelaksanaan hukum 
Islam dalam konteks multikulturalisme63, maka perlu komunikasi pemerintah 
dengan kelompok-kelompok umat beragama, menjauhi sikap saling konfrontatif, 
tetap menghargai pluralitas agama secara konsisten dan member ruang gerak 
serta kebebasan yang sama kepada masing-masing agama yang ada di Indonesia, 
karena konsekuensi dari heterogenitas masyarakat Indonesia yang dimaksud 
telah diterima oleh founding father berdasarkan semboyan bhinneka tunggal ika. 
Ikatan dalam satu kesatuan semboyan dimaksud tidak berarti secara pemikiran 
dan ideologis mudah dipersatukan, khususnya aspek pergumulan hukum di 
Indonesia. 
Posisi politik hukum Islam berproses secara pasang surut sejalan dengan 
harmonisasi hubungan antara pemuka agama Islam dan pemegang kekusaan di 
negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan anggapan bahwa semakin 
baik hubungan agama dan negara menunjukkan semakin besar pula peluang 
hukum Islam untuk diterapkan. Sebaliknya, semakin kurang baik hubungan 
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 Lihat Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar  Sejarah, 
Hambatan, dan Prospeknya (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 34. 
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 Negara Indonesia adalah Negara yang didiami oleh berbagai kelompok etnik dan 
agama yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma 
dan pandangan hidup mereka. Penduduk Indonesia yang terdiri dari sekitar 300 kelompok etnis 
dengan sekitar 250 bahasa daerah yang umum dipakai. Di antara etnik-etnik itu adalah suku 
Aceh, Batak dan Minang di Sumatera; suku Jawa, Sunda dan Badui di Jwa; suku Bugus dan 
Minahasa di Sulawesi; suku Asmat dan Dani di Papua. Suku jawa sebagai etnik terbanyak yang 
populasinya mencapai 45 % penduduk Indonesia. Tim Penyusun Ensiklopedia Geografi 
Indonesia, Ensiklopedia Geografi Indonesia: Mengenal 33 Provinsi di Tanah Air jilid 6 (Jakarta: 





antara tokoh agama dan pemegang kekuasaan, berarti semakin susah penerapan 
hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan. Karena itu, sejarah 
perjalanan politik umat Islam mempunyai keterkaitan dengan perkembangan 
hukum Islam. Sebagaimana yang digambarkan oleh Abdul Aziz Thaha hubungan 
tersebut dengan tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan antagonistik (1966-1981), 
hubungan resiprokal kritis (1981-1985), dan periode akomodatif (1985-1999).64 
Dalam format hubungan yang bersifat antagonistik, kepentingan politik 
Islam termasuk kebutuhan hukum masyarakat tidak terakomodasi dalam 
kebijakan pemerintah. Pada situasi yang antagonistik tersebut, kelompok 
nasionalis sekuler dan nonmuslim sangat diuntungkan. Pemerintah lebih yakin 
menjalin hubungan dengan angkatan bersenjata di bidang keamanan. Sementara 
dalam urusan pemerintahan, kelompok sekuler dan non muslim memperoleh 
angin segar kekuasan. Indikasi ini bisa diperhatikan dari banyaknya bercokol 
aktivis Kristen di berbagai kecurigan terhadap Islam dengan mengembangkan isu 
negara Islam. Padahal, isu negara Islam setelah komitmen nasional dalam 
konstituante telah dipegang teguh oleh umat Islam Indonesia. upaya untuk 
menghidupkan piagam Jakarta yang dipropagandakan kelompok tertentu, hanya 
bermaksud untuk menjaga hubungan yang tidak mesra antara umat Islam dan 
negara. Kelompok-kelompok tersebut khawatir, jika Islam dan negara berkorelasi 
dengan baik, tentu akan membatasi gerakan Kristenisasi terselubung serta dalam 
menjalankan misi agam menjadi terganggu. Namun, kekhawatiran terhadap isu 
negara Islam dan termarjinalkannya agama minoritas, hanyalah sebuah 
kekhawatiran yang tidak berdasar sebab umat Islam tidak pernah berpendapat 
demikian. 
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 Lihat Abdul Aziz Thaha, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gemani 





Pada situasi hubungan yang demikian, pemerintah secara ketat dan mulai 
membatasi setiap kepentingan politis hukum Islam. Pemerintah lebih memilih 
dan memberi kesempatan kepada umat Islam yang berkenaan dengan masalah 
ritual ibadah belaka, seperti pembangunan masjid, pengelolaan zakat dan haji. 
Sementara aspek muamalah, seperti mengangkat aspek ajaran hukum Islam 
menjadi hukum nasonal dibatasi bahkan cenderung ditiadakan. 
Sejalan dengan itu, pemerintah lebih menyukai kelompok intelektual 
Islam modernis,65 karena mendukung kebijakan pembangunan dan modernisasi 
pembangunan. Kelompok pemikir ini lebih dianggap  bersahabat karena tema-
tema pemikiran yang diangkat lebih pada nilai ajaran moral, bukan dalam 
wilayah penggalangan politik. Dari sisi ini, ada relasi antara pemikiran 
modernisme dan kepentingan politik, sehingga mazhab pemikiran ini lebih 
leluasa dan mengekspresikan pemikiran mereka selama masa pemerintahan orde 
baru. Lain halnya dengan kalangan tradisionalis,66 selalu mendapat pengawasan 
ketat dari setiap wacana dan ide yang coba dikembangkan.67 
Namun hubungan yang mesra itu bergeser sejalan dengan perkembangan 
pemikiran masyarakat Islam di Indonesia. pendekatan legalistik formal secara 
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 Aliran modernis atau reformis yang dipahami menginginkan purifikasi Islam, aliran ini 
bersemangat menghidupkan lagi ghirah ijtihad, sehimpun kerja intelektual dalam memahami 
agama agar dapat mengatasi segala persoalan yang berkembang dalam lingkungan muslim. 
Gerakan ini hakikatnya juga sebagai reaksi terhadap tindakan yang mengakomodasi tradisi lama 
ke dalam Islam yang dilihatnya sebagai penyimpangan, dan karenanya perlu dibersihkan. Lihat 
Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 
2008), h. 3.  
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 Aliran tradisionalis yang secara teoritis menolak hak ijtihad oleh muslim kekinian, 
mereka berpegang kukuh pada pemikiran dan mazhab (khususnya) yang dikembangkan oleh 
Imam Syafi’i. Berbeda dengan kaum reformis yang didukung oleh kaum muda, kubu tradisionalis 
di-backup oleh oleh kaum tua, terutama dengan basis pesantren dan surah. Lihat Dhurorudin 
Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, h. 4. 
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 Keterbelahan sikap politik di kalangan Islam ini tidak terlalu mengherankan, 
mengingat akar fragmentasinya telah lama tertanam dalam wujud khila>fiyah-fikhiyah yang 
berpengaruh pada interpretasi pemaknaan kebijakan politik. Hal ini diimbuhi lagi dengan 






berangsur-angsur melunak, dan di saat yang bersamaan komunikasi pun mulai 
terbangun. Akibat perkembangan inilah yang kemudian menciptakan hubungan 
yang resiprokal kritis (bersifat saling berbalasan). 
Selanjutnya, karena adanya respon positif dari umat Islam terhadap asas 
tunggal, momentum ini meciptakan hubungan yang bersifat akomodatif. 
Akomodasi negara terhadap kepentingan umat Islam tidak terlepas dari semakin 
kuatnya pengaruh pemikiran baru dari aktivis Islam yang telah dimulai dengan 
akselerasi wacana keislaman di tahun 1970-an yang dimotori oleh Nurcholis 
Madjid. Arah pemikiran intelektualisme Islam ini mendapat respon positif dari 
pemerintah, sehingga pengembangan pemikiran lahir untuk suatu kesepahaman 
antara Islam dan negara. Hubungan akomodatif inilah yang menyebabkan 
munculnya kebijakan politik hukum Islam dari pemerintah yang semakin 
aspiratif yang ditandai dengan lahirnya dan dilegislasikannya berbagai produk 


















FORMAT LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA 
A. Legislasi Dalam Sejarah Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia 
Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Indonesia hingga hari ini 
tergolong hukum yang hidup (living law) di tengah-tengah masyarakat. 
Fenomena tersebut bukan karena entitas agama yang dianut oleh mayoritas 
penduduk Indonesia, melainkan di sejumlah daerah pemberlakuan hukum Islam 
telah menjadi bagian dari tradisi (adat) masyarakat yang telah dianggap sakral.
68
 
Dalam perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, secara sosiologis dan 
kultural, hukum Islam dipahami sebagai hukum yang mengalir dan telah 
mengakar pada budaya sosial masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena 
fleksibilitas dan elektisitas hukum Islam yang kendatipun tergolong hukum yang 
otonom karena adanya otoritas mutlak Tuhan di dalamnya
69
,  akan tetapi dalam 
hal tataran implementasi dan realibilisasi sangat diterima dengan berbagai 
budaya lokal, yang pada akhirnya mampu mempertahankan paham sinkretisme 
dalam tradisi lokal. Karenanya, dapat dipahami jika dalam sejarahnya di 
Indonesia hukum Islam menjadi kekuatan moral masyarakat yang dipahami 
mampu berhadapan dengan hukum positif Negara, baik dalam bentuk tertulis 
maupun yang tidak tertulis. 
Dialektika pengembangan maupun pelembagaan hukum Islam terjadi 
secara dinamis dan pasang surut sesuai dengan visi politik penguasa. Visi politik 
hukum VOC (Pemerintahan Pedagang Belanda) terhadap hukum Islam tentu 
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 Beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam antara lain: Aceh, 
Sumatera Barat, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi, dan Palembang. Ungkapan 
pepatah yang terkenal dan masyhur berkaitan dengan hal itu adalah ‚Adat Bersendi Sya>ra’, 
Syara’ Bersendi Kita>bullah‛, dan ‚Syarat Mengata, Adat Memakai‛. 
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 Hal inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian dari cendikiawan muslim yang 
menganggap masalah otoritas tersebut akan menimbulkan viabilitas terhadap masa depan hukum 






berbeda dengan politik hukum penguasa Hindia Belanda (kolonial), berbeda pula 
dengan masa setelah Indonesia merdeka, rezim Orde Baru, dan pasca Orde 
Baru.
70
 Perbedaan tersebut tercermin dalam kebijakan pemberlakuan hukum 
Islam yang telah dicetuskan dan dirumuskan oleh beberapa pakar pada zamannya 
yang dengan mudah mampu menggambarkan realitas sejarah tersebut. 
Dalam konteks sejarah Nusantara, hukum Islam telah diterapkan pada 
masa-masa awal kerajaan Islam. Akar Sejarah hukum Islam di kawasan nusantara 
menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau sekitar 
abad ketujuh atau kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan 
nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai 
titik awal gerakan dakwah para pedagang muslim. Secara perlahan, gerakan 
dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aeh 
Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti 
dengan bedirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ketiga belas. 




Besarnya pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke 
berbagai wilayah nusantara tersebut telah berhasil menetapkan hukum Islam 
sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam yang berlaku 
disetiap Kesultanan tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah 
berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan 
dengan adanya literature-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara 
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 Lihat Marzuki Wahid, Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal 
Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, h. 94. 
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 Lihat Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi 
Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Studi Hukum Tata Negara 





sekitar abad 16 dan 17.
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 Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang 
Belanda datang ke kawasan nusantara. 
Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai 
dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, 
atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC 
dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat 
dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC 
sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu di samping 
menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam 
menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan 
hukum Belanda yang mereka bawa. 
Dalam perkembangannya, politik Belanda terhadap Islam dan hukum 
Islam Indonesia dibagi ke dalam dua periode. Pertama adalah periode 
pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad 19. Kedua adalah 
pertengahan abad 19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. 
Pada zaman penjajahan Belanda tersebut, terlihat pengaruh VOC 
memberi dampak yang kurang menyenangkan, meski hukum Islam telah 
mendapatkan legalitasnya secara legal positif.
73
 Pada mulanya Pemerintahan 
Pedagang Hindia Belanda menerapkan Hukum Belanda untuk Masyarakat 
pribumi namun tidak berjalan efektif, Akibatnya, VOC pun membebaskan 
penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan, 
saat itu VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu compendium 
(semacam ringkasan) tentang perkawinan dan kewarisan Islam. Setelah 
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diperbaiki dan disempurnakan oleh penghulu dan ulama, kitab hukum tersebut 
diterima oleh pengadilan pada tanggal 25 Mei 1760.
74
 Compendium ini 
dipergunakan pada pengadilan VOC dan dikhususkan pemberlakuannya bagi 
orang Indonesia. 
Selama zaman kolonial Belanda, hukum Islam diberlakukan dengan dua 
kebijaksannaan yang saling berlawanan, yaitu teori receptio in complexu dan 
teori receptie. Pada teori yang disebut pertama dinyatakan bahwa bagi orang 
Islam berlaku penuh hukum Islam. Alasannya, karena dia telah memeluk agama 
Islam sehingga berhak untuk menjalankan hukum agamanya, walaupun diketahui 
dalam praktik dilapangan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dari 
ajaran yang sebenarnya.
75
 Lain halnya dengan teori receptie yang beranggapan 
bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat, hukum 
Islam hanya bisa berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh 
masyarakat sebagai hukum adat.
76
 
Apabila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum 
Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut: 
1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik 
Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan 
mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
77
 
2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah 
Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga 
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dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, 
selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui 
umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah 
subordinasi dari hukum Belanda.
78
  
3. Atas dasar teori receptie yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah 
Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau 
ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus 
kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
79
 
Setelah Indonesia merdeka dan Pancasila serta UUD 1945 telah 
ditetapkan sebagai sumber hukum, dalam konteks pemberlakuan hukum Islam 
muncul berbagai teori tandingan atas teori-teori masa kolonial Belanda. Yang 
secara umum ada tiga teori yang bisa dicatat, yaitu teori receptie exit, receptio a 
contrario, dan teori eksistensi, ketiga teori tersebut intinya membantah 
argumentasi-argumentasi teori terdahulu, yang bersamaan dengan itu mengakui 
serta mempertegas eksistensi keberadaan hukum Islam dalam pancasila dan UUD 
1945.  
Teori receptie exit dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya Tujuh 
Serangkai Tentang Hukum.
80
 Hazairin menyatakan bahwa teori receptie harus 
keluar (exit) dari teori hukum nasional Indonesia, karena bertentangan dengan 
UUD 1945 serta bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 
Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh H. Sajuti Thalib dengan 
nama receptie a contrario.81 Sesuai dengan semangat namanya, receptio a 
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contario merupakan kebalikan dari teori receptie. Isinya menyatakan bahwa 
hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya 
berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama.  
H. Ihtianto SA, mempertegas dan mengeksplisitkan makna receptie a 
contrario dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ichtianto 
mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang dikenal dengan 
teori eksistensi. 
 Teori ini muncul untuk mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam 
hukum nasional. Menurutnya, bahwa hukum Islam: 
1. Ada (exist) dalam arti sebagai bagian integral dalam hukum nasional. 
2. Ada (exist) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia 
diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. 
3. Ada (exist) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring 
bahan-bahan hukum nasional 




Teorisasi-teorisasi di atas merupakan refleksi atas perkembangan politik 
hukum suatu rezim di Indonesia terhadapa hukum Islam. Tampak pada tiga teori 
terakhir, politik hukum yang dikembangkan mengakui dan membenarkan 
keberadaan dan eksistensi hukum Islam atas hukum adat dan telah menjadi 
bagian integral dalam hukum nasional. 
Wajah politik yang berbeda dari masing-masing rezim tersebut relatif 
lebih menguntungkan bagi pengembangan hukum Islam, baik secara kultural 
maupun secara struktural, legal formal maupun informal, dibandingkan dengan 
masa pra-kemerdekaan. Akan tetapi, tantangannya adalah bagaimana kehadiran 
hukum Islam dipentas ius constitutum itu tidak dipolitisasi sebagai alat 
legitimasi kehendak penguasa, dan bukan hanya sekadar aksesori belaka untuk 
pelestarian suatu rezim tertentu di dalam catatan sejarah. 
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B. Legislasi Hukum Islam Dalam Periodisasi Politik Di Indonesia 
Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke 
nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islampun mulai 
diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Norma atau kaidah hukum 
dijadikan sebagai pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami 
institusionalisasi dan internalisasi. Dari proses interaksi sosial inilah hukum 
Islam mulai mengakar dan menjadi sistem hukum dalam masyarakat. 
Penyebaran Islam di Indonesia yang berlangsung secara bertahap 
menyebabkan pemberlakuan hukum Islam pun mengalami pentahapan. Di sisi 
lain setiap masyarakat pada umumnya sudah memiliki aturan atau adat istiadat 
sendiri, sehingga ketika Islam datang terjadi akulturasi antara hukum Islam 
dengan hukum adat. Hal ini juga mengakibatkan variasi hukum Islam di kalangan 
masyarakat Islam di Indonesia.
83
 Perkembangan hukum Islam juga dipengaruhi 
oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda, yang berusaha menghambat 
berlakunya hukum Islam dengan berbagai cara. Di bidang hukum, pemerintah 




Berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia sekaligus juga mengakhiri 
fase represi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Kedudukan 
hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti. Namun 
hal itu tidak berarti bahwa hukum Islam kembali pada kondisi receptio in 
complexu.85 Lamanya Belanda menjajah mengakibatkan perubahan struktur 
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politik dan sosial bangsa Indonesia. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia 
adalah muslim, tetapi bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum Islam 
di Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi upaya formatisasi terhadap hukum Islam, 
sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara. 
Sejak masa menjelang kemerdekaan, keinginan kaum nasionalis Islam 
untuk memberlakukan hukum Islam begitu kuat. Meskipun untuk tujuan itu 
mereka harus berhadapan dengan kaum nasionalis sekuler. Hal ini terlihat dalam 
perdebatan di sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) maupun sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia). Perdebatan tersebut terjadi ketika para founding fathers berusaha 
merumuskan dasar negara Indonesia. 
Pada fase ini hukum Islam mengalami dua periode, yaitu periode 
persuasive-sources dan authoritative source. Periode persuasive adalah periode 
penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, yaitu sumber yang 
terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya.
86
 Masa ini berlangsung selama 
empat belas tahun, yakni sejak diterimanya Piagam Jakarta sebagai salah satu 
hasil sidang BPUPKI hingga keluarnya dekrit presiden Republik Indonesia 
tanggal 5 Juli 1959. Semua hasil sidang BPUPKI adalah sumber persuasive bagi 
grondwetinterpretatie UUD 1945, sehingga Piagam Jakarta juga merupakan 
persuasive-source UUD 1945. Meskipun dalam UUD 1945 tidak dimuat tujuh 
kata Piagam Jakarta,
87
 namun hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang 
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beragama Islam berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2).
88
    
 Periode kedua, authoritative source dimulai ketika Piagam Jakarta 
ditempatkan dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Dalam konsiderans 
Dekrit Presiden disebutkan: ‚Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 
tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu 
rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut‛. Dekrit Presiden selain 
menetapkan Piagam Jakarta di dalam konsiderans, juga menetapkan dictum 
tentang berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian dasar hukum Piagam 
Jakarta dan UUD 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundangan yaitu 
Dekrit Presiden. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki 
kedudukan hukum yang sama.
89
 Hal ini berarti Piagam Jakarta, termasuk ketujuh 
katanya, menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dalam 
UUD 1945.  
Ketentuan di atas kemudian diwujudkan dalam politik hukum 
sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Ketetapan 
itu berbunyi bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris 
hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Namun hingga tahun 1968, 
batas waktu berlakunya Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, tidak satupun 
muncul undang-undang dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan.  
Memasuki masa orde baru, pembangunan nasional dalam berbagai bidang 
terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara yang merupakan haluan pembangunan nasional 
menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia. Hukum tersebut harus sesuai 
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dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdi kepada 
kepentingan nasional. Hukum baru Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan 
hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama (termasuk hukum 
Islam) sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi 
hukum Islam dalam hukum nasional.
90
    
Berdasar dari fenomena di atas, tampak sekali keberlakuan suatu hukum 
sangat dipengaruhi oleh politik suatu negara yang bersangkutan. Adakalanya 
hukum berlaku secara nasional, di semua daerah dan kepada semua warga negara. 
Akan tetapi ada juga hukum yang hanya berlaku bagi mereka yang berkualifikasi 
tertentu, misalnya warga negara yang beragama Islam. 
Dalam persoalan inilah yang sering memunculkan kendala. 
Memberlakukan hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara harus 
dengan undang-undang, terutama dalam upaya formatisasi hukum Islam dalam 
hukum nasional, yang selanjutnya hukum Islam berhasil dilegislasikan berlaku 
sebagai hukum negara. 
Pada masa lalu, penolakan terhadap legislasi hukum Islam dan keinginan 
untuk memberlakukan hukum lain (selain hukum Islam) tidak hanya datang dari 
kalangan nonmuslim, tetapi juga dari sebagian penganut Islam. Ketika wajah 
perpolitikan semakin berpihak kepada Islam (di penghujung Orde Baru), kendala 
itu semakin ringan dan peluang bagi legislasi hukum Islam semakin besar.
91
  
Berpijak pada universalitas ajaran Islam, sebenarnya semua produk 
peraturan perundang-undangan dapat dibahas dengan tinjauan hukum Islam, akan 
tetapi dalam pembahasan ini dibatasi hanya terhadap undang-undang yang 
berkaitan langsung dengan materi hukum Islam yang telah berhasil dilegislasikan 
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dalam bentuk perundang-undangan. Pembahasan dilakukan terhadap produk 
hukum orde baru dan pasca-orde baru. Kemudian dari produk hukum tersebut 
akan dicoba untuk menampilkan potret politik hukum Indonesia mengenai 
hukum Islam (dalam arti kecenderungan pembentuk hukum dalam melegislasikan 
hukum Islam) berdasarkan periodisasi politik. 
1. Undang-undang Tentang Perkawinan 
Hukum perkawinan sebagaimana yang dirumuskan oleh Daud Ali adalah 
termasuk hukum keluarga, menurutnya, hukum keluarga menarik untuk dikaji 
sebab dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu ilahi dan Sunnah 
Rasulullah, sedang pada hukum lain, jiwa itu telah hilang karena berbagai sebab, 
di antaranya karena penjajahan Barat.  
Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah 
yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-
haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau 
konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,
92
 kemudian mereka 
merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi 
embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa 
pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum 
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Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas pada biasanya 
disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan 
Undang-Undang Perkawinan. Dalam sejarah pembentukan Undang-undang 
perkawinan, politik hukum rezim orde baru-lah yang memiliki andil dalam proses 
gagasan pembentukan undang-undang yang bernuansa Islam dalam pentas 
modernisasi yang dimotori oleh rezim tersebut.  
Sementara itu bagi kalangan Islam, modernisasi ibarat dilema karena 
dihadapkan kepada dua pilihan, yakni apabila mendukung modernisasi ala Orde 
Baru berarti sama saja mendukung Barat, sedangkan pada sisi lain, apabila 
menolak berarti umat Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif 
dalam program pembangunan nasional. Akhirnya, pendekatan intelektual yang 
dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk 
membangun tatanan Islam modern di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai antitesa 
dari kalangan Islam konservatif yang lebih mengarah kepada upaya ideologisasi 
dan depolitisasi Islam secara formal yang mengakibatkan lahirnnya ketegangan 
dengan rezim Orde Baru. 
Seperi yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dalam politik 
hukum ala Orde Baru hukum Islam tidak pernah menjadi kebijakan khusus. Tak 
ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukumnya yang berkenaan dengan 
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eksistensi hukum Islam. Namun begitu, tidak berarti hukum Islam tidak 
mendapat perhatian. Dalam kenyataan praktis-empiris hukum Islam mempunyai 
tempat dalam tata hukum nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik 
dari masa sebelumnya. 
Pola pertautan politik yang serba provokatif pada masa sebelum orde baru 
dianggap bukan jalan terbaik bagi Islamisasi di Indonesia, mengingat penduduk 
Indonesia tidak seluruhnya umat Islam yang dapat disatukan dalam bingkai 
sistem politik keormasan. Pada gilirannya, lahirlah gagasan Islam kultural 
sebagai jalan tengah bagi umat Islam untuk tetap memainkan perannya daam 
pentas politik nasional. Paling tidak, kebenaran akan pendekatan ini mulai 
membuahkan hasil berupa terbukanya jalan bagi umat Islam menuju islamisasi 
politik Orde Baru di penghujung tahun 1970-an.
94
 
Dalam konteks itu, tampaknya Orde Baru menganggap hukum Islam 
adalah bagian dari sendi agama, bukan hukum yang sifatnya otonom, yang secara 
mandiri dapat dikembangkan asalkan tetap mengacu pada sumber dasarnya.
95
 
Dalam kerangka persepsional yang cenderung sekularistik tersebut, hukum Islam 
berhasil mendapatkan justifikasi dari politik hukum Orde Baru. Persepsi tersebut 
telah berhasil menjadikan muatan hukum keluarga Islam (perkawinan) dalam 
bentuk hukum positif yang diberlakukan Orde Baru yang pertama kali tercantum 
dalam UU No. 1 Tahun 1974.
96
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Kebijakan-kebijakan politik Orde Baru tersebut yang menempatkan Islam 
dalam posisi marjinal di pentas politik nasional pada gilirannya telah melahirkan 
berbagai ketegangan antara Islam dan negara. Tersendat-sendatnya aspirasi umat 
Islam di dalam mendapatkan hak-hak perundang-undangan dan hukum tampak 
ketika dilegislasikannya UU No.1 Tahun 1974 di atas. Akan tetapi, dengan 
ditetapkannya peratutran perundangan tersebut, hukum Islam bukan saja telah 
diakui keberadaannya, akan tetapi secara definitif ia telah menjadi bagian dari 
hukum nasional dan salah satu pilar peraturan perundang-undangan hukum 
keluarga Islam Indonesia. 
2. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
Perjalanan sejarah lembaga keagamaan, khususnya peradilan agama Islam 
di Indonesia adalah hasil tarik-menarik antara kepentingan politik dan mojtivasi 
politik pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai sekularisme. Lahirnya 
lembaga peradilan Islam memperlihatkan bahwa setiap rangkaian hstoris secara 
terus-menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan institusi hukum 
Islam yang terkadang memihak dan menguntungkan kelangsungan institusi ini 
dan tidak jarang pula merugikannya. Akibatnya, yang terjadi adalah geombang 
pasang surut institusi peradilan Islam di Indonesia seiring dengan pasang surut 
peran politik umat Islam.
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Terjadinya tarik menarik antara kepentingan politik penguasa dan 
kepentingan umat Islam disebakan karena dua kepentingan politik yang berbeda. 
Motivasi politik pemerintahan yang cenderung sekularistik dan terlalu 
mengedepankan nilai-niai sekularisme, dengan dalih bahwa hukum Islam tidak 
relevan dengan kondisi sosial serta pertimbangan keanekaragaman dari segi 
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agama yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya, segala kebijakan 
politik hukum dibentuk dan diarahkan kepada pengurangan peran hukum agama. 
Di lain sisi, umat Islam mempersepsikan bahwa hukum Islam dan 
lembaga peradilan adalah bagian dari lembaga agama yang hukumnya wajib 
kifayah untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Pengabaian terhadap hukum 
Islam dan lembaganya  sama saja mengabaikan dan durhaka pada hukum-hukum 
Tuhan. Oleh sebab itu, hukum Allah dengan segala daya dan upaya wajib 
dijalankan dan dipertahankan. Namun, yang sering menjadi pemenang dalam 
konteks pergumulan politik tersebut adalah pihak penguasa karena didukung oleh 
kekuatan-kekuatan pemaksa.
98
 Untuk menguatkan bahwa kondisi politik itu 
mempengaruhi eksistensi lembaga peradilan agama, setidaknya bisa dilihat dari 
sejarah pada awal pertumbuhan peradilan agama Islam di Indonesia. 
Peradilan agama sejauh ini dipahami sebagai kekuasaan Negara dalam 
menerima, mengadili, memutuskan, dn memnyelesaikan perkara-perkara tertentu 
antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
UU RI. No. 14. Tahun 1970 yang diubah dengan UU. RI. No. 48 Tahun 
2009 tentang kekuasaan kehakuiman menyebutkan bahwa Peradilan Agama 
termasuk pada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Negara. Perkara-perkara 
tertentu yang menjadi kompetensi absolute pengadilan agama mencakup 




Peradilan Islam atau peradilan agama adalah dua nama yang pada 
hakikatnya mempunyai keterikatan dari segi kesinambungan sistem peradilan di 
Indonesia. Peradilan agama sebagai representasi peradilan Islam dapat 
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diidentifikasi melalui beberapa persfektif. Pertama dari sudut teologis-filosofis, 
peradilan Islam dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak 
hukum dan keadilan Allah dalam komunitas umat. Kedua, secara yuridis, ia 
berkembang dan mengacu pada konstitusi dan peraturan perudang-undangan 
yang berlaku di Negara Indonesia. Ketiga, secara historis menurut para fukaha, 
peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang 
berkesinambungan sejak masa Rasululah saw. Keempat, secara sosiologis 
menunjukkan bahwa peradilan agama merupakan produk interaksi antara elit 
Islam dengan elit politik, tapi didukung dan dikembangkan oleh masyarakat 
Islam Indonesia sejak lebih satu abad silam. Hal ini diperkuat dengan UU. RI No. 
7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi 
orang-orang yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu.
100
 
Kehadiran UU. RI. No. 7 Tahun 1989 merupakan produk hukum Nasional 
yang harus melalui proses panjang dan diwarnai dengan polemik serta 
kontroversi. Namun demikian, menurut Ali Yafie, lahirnya undang-undang 
tentang peradilan agama terjadi secara alamiah karena faktor kebutuhan sesuai 




Lahirnya UU tersebut tidak menyebabkan semua tokoh Islam menyambut 
baik kehadiran undang-undang ini. Abdurrahman Wahid menyatakan, bahwa 
seharusnya negara tidak terlalu jauh mencampuri urusan agama warga negaranya 
dalam menjalankan ibadah meskipun itu merupakan perintah yang jelas.
102
 
Untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal yang 
sejalan dengan politik hukum umat Islam yang disebabkan karena meluasnya 
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kebutuhan umat islam terhadap lembaga peradilan agama sebagai media untuk 
menyelesaikan perkara, serta pelembagaan dan pemberlakuan hukum Islam di 
Indonesia begitu cepat dan tinggi. 
Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu 
faktor pendorong terlembagakannya hukum Islam di Indonesia. Khususnya yang 
berkaitan dengan hukum kekeluargaan, maka dirancanglah Undang-undang 
peradilan agama yang lebih responsif, akomodatif, dengan menyesuaikan 
dinamika perkembangan dan pembaruan hukum Islam di Indonesia, sebagai 
upaya untuk merevisi UU. RI. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
103
 
Munculnya UU. No. 3 Tahun 2006 sebagai penyempurnaan dan revisi dari 
UU. No. 7 Tahun 1989, yang disempurnakan dengan UU. RI. No. 50 Tahun 2009, 
semakin memperluas kewenangan peradilan agama sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam pasal 49.
104
 
Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, terlihat bahwa kewenangan 
peradilan agama diperluas yang meliputi sejumlah bidang pekerjaan. Pertama, 
perluasan kewenangan pada memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) 
perkawinan (b), kewarisan (c), wasiat (d), hibah (e), wakaf (f), zakat (g), sadaqah 
(h), infak (i) ekonomi Islam. Kedua, penyelesaian sengketa hak milik atau 
keperdataan lainnya. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal 
terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai objek yang 
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Perluasan tugas dan wewenang peradilan agama yang etiga yang semain 
memperkuat keduduannya adalah memberian is\bat kesaksian rukyat hilal dalam 
penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Selama ini pengadilan agama diminta 
oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (is\bat) terhadap orang-orang 
yang telah melihat atau telah menyaksikan awal bulan pada setiap memasuki 
awal bulan Ramadan, awal bulan syawal dan tahun baru Hijriah dalam rangka 
mendukung Menteri Agama menetapkan secara nasional untuk urusan rukyat dan 
hilal penentuan awal bulan. 
Pelembagaan dan pemberlakuan UU. No. 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan UU. No. 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal itu semakin nyata bahwa produk 
legislasi hukum Islam yang berupa pembentukannya menjadi bagian dari hukum 
nasional telah memperkuat eksistensi hukum Islam dalam usaha pelembagaannya 
dalam bentuk produk hukum nasional. Disinalah diharapkan adanya peran dari 
semua elemen dan semua omponen masyarakat muslim di Indonesia melalui 
upaya komunikasi yang dibangun oleh pranata sosial maupun lembaga sosial 
kemasyarakatan bersama-sama dengan penguasa Negara, karena pemberlauan 
hukum Islam di Indonesia yang dituntut untuk mengikat bagi seluruh masyarakat 
khususnya masyarakat Islam yang secara filosofis mengharuskan penanaman 
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nilai-nilai syariat harus terserap dalam produk legislasi hukum nasional yang 
terlembagakan. 
3. Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yanga akan dijelaskan di bagian 
ini, bukanlah undang-undang. Akan tetapi, hal tersebut dirasa penting dan perlu 
untu dibahas dalam kajian ini. Menurut Jazuni, ada dua hal yang 
menyebabkannya penting untuk dibahas. Pertama, Kompilasi Hukum Islam yang 
memuat hukum materil peradilan agama yang kebenarannya telah diakui undang-
undang. Kedua, Kompilasi Hukum Islam itu sendiri tidak berbentuk undang-






 sebagaimana yang dikutip Jazuni bahwa, Hukum 
materiil yang harus diperlakukan oleh pengadilan-pengadilan agama adalah 
hukum Islam. Oleh sebab itu, hukum yang diberlakukan dalam bentuk hkum 
materil atau terapan di peradilan agama haruslah hukum Islam, sepanjang 
mengenai perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama yang menjadi 
kompetensi relatifnya. 
Sebelum ketentuan tentang Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam 
Inpres No. 1 Tahun 1991 lahir, istilah ‚kompilasi‛ belum dikenal luas dalam tata 
hukum nasional Indonesia. Politik hukum orde baru dalm GBHN juga tidak 
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Dengan demikian kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa 
bermakna dalm posisi yang ambigous, menambah hazanah baru dalam 
perkembangan tata hukum nasional, ataupun justru sebaliknya dipandang 
anomali dalam bangunan politik yuang ada. Yang pada akhirnya memunculkan 
pertanyaan dalam hal peristilahan antara persamaan dan perbedaan dari istilah 
kompilasi dengan kodifikasi. 
Secara etimologis, ‚kompilasi‛ berarti suatu kumpulan atau himpunan, 
atau kumpulan yang tersusun secara teratur.
109
 Kompilasi diambil dari kata 
bahasa latin compilare (bahasa latin) yang mempunya arti mengumpulkan 
bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa latin itu kemudian dalam bahasa 
Inggris menjadi compilation yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-
kutipan buku lain,
110
 dan dalam bahasa Belanda menjadi compilatie yang 
mengandung arti kumpulan dari lain-lain karangan.
111
 
Dengan demikian, berdasarkan pengertian secara definitif di atas, 
kompilasi menurut pemahaman bahasa (etimologi) berarti suatu proses kegiatan 
pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku 
untuk disusun kembalai ke dalam sebuah buku baru yang lebuih teratur dan 
sistematis. Proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai dengan 
kebutuhan. 
Adanya keanekaragaman pengertian dari kompilasi tidak mesti selalu 
berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum 
sebagaimana kodifikasi. Akan tetapi, dalam konteks hukum, kompilasi 
merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau 
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bahan-bahn hukum tertentu, pendapat hukum, dan juga aturan hukum. Dalam 
pengertian ini, kompilasi memang berbeda dengan kodifikasi, namun secara 
substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum.
112
 
perbedaan keduanya terletak pada adanya kepastian hukum dan kesatuan 
hukum. Dalam kodifikasi, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum 
dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk 
Kitab Undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, dal lain-lain.
113
 
KHI yang telah ditetapkan dengan INPRES No. 1 Tahun 1991 tidk secara 
tegas menyebutkan makna KHI yang dimaksud. Praktisi hukum memahaminya 
sebagai cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fikih yang dianut 
oleh umat Islam di Indonesia. Hasil akhir dari dari upaya pengumpulan ini 
diwujudkan dalm bentuk kitab hukum dalam bahasa Undang-undang. Yang pada 
akhirnya kitab inilah yang akan menjadi dasar bagi setiap putusan pengadilan 
agama dalam memngadili perkaranya. 
Menurut Abdurrahman, gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Munawir 
Djazali pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan mahasiswa IAIN 




Menurut Marzuki Wahid, perumusan tentang siapa yang pertama kali 
mengemukakan ide penyusunan KHI tidaklah begitu jelas, dalam buku Kompilasi 
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Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Ditbibanpera Depag RI, disebutkan bahwa 
pencetus Gagasan KHI adalah Busthanul Arifin, Hakim Agung dan Ketua Muda 
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI saat itu. Berbeda 
dengan pendapat didalam buku Pembaruan Hukum Islam di Indonesia karangan 
KH. Ibrahim Hosein, dalam buku itu tergambar bahwa ide KHI berpangkal dari 
pemikiran KH. Ibrahim Hosein yang disampaikannya kepada Busthanul Arifin.
115
 
Dari beberapa gambaran di atas, tidak terlalu terang siapa sesungguhnya 
yang merumuskan untuk pertama kali pembukuan Kompilasi Hukum Islam, akan 
tetapi, dari berbagai literature yang ada, ide itu muncul sekitar tahun 2985. 
Pelembagaan ide itu dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama 
Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek 
Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 
25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta. Langkah ini merupakan 
sikap kompromi antara pihak Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI. 
Kemunculan gagasan KHI dilatarbelakangi dan didorong oleh kebutuhan 
teknis yustisial peradilan agama. Kebutuhan yang dimaksud adalah adanya satu 
buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi 
lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim 
dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian 
hukum. 
Di antara hal yang menyebabkannya adalah terjadinya kesimpangsiuran 
dan perbedaan pendapat para ulama yang silih berganti mengenai hukum Islam 
yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Sebagai hasil penalaran 
manusia yang selalu terikat oleh ruang dan waktu, situasi dan tempat ia 
melakukan penalaran itu, dapat dipahami bahwa di dalm berbagai kitab hukum 
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yang dipergunakan oleh hakim pengadilan agama, terdapat perbedaan antara satu 
dengan yang lainnya. Perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum 
pegangan para hakim di lingkungan peradilan agama memungkinkan lain hakim 
lain pula putusannya. Pada gilirannya, perbedaan-perbedaan tersebut dapat pula 
menumbuhkan sikap ‚sinis‛ para pencari keadilan terhadap lembaga pengadilan 
agama dan hukum yang dipergunakannya sebagai landasan, yakni hukum Islam.  
Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya suatu buku hukum 
yang menghimpun semua hukum terapan yang ada di lingkungan peradilan 
agama yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya 
sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Dengan adanya 
Kompilasi hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan 
hukum yang dihadapi oleh pengadilan agama, sebab salah satu problem hukum 
sebelum KHI ialah tidk adanya referensi hukum Islam yang seragam dan buku 
yang menjadi standar hukum nasional. 
Usaha penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari usaha 
mencari pola fikih khas Indonesia atau fikih kontekstual.
116
 Proyek kompilasi 
bertujuan untuk menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai 
masyarakat Indonesia; untuk mengkodifikasikan hukum yang khas Indonesia.  
Menurut Jazuni, Kompilasi Hukum Islam tidak tepat untuk disebut fikih 
karena sifat khilafiyah fikih tidak boleh ada pada Kompilasi Hukum Islam yang 
dimaksudkan sebagai hukum terapan di pengadilan agama haruslah berkepastian 
hukum.
117
 Dapat dibayangkan betapa beragamnya putusan-putusan dari 
pengadilan agama di seluruh wilayah yurisdiksi nusantara. Setelah pemberlakuan 
Kompilasi Hukum Islam, maka problem hukum yang tejadi di pengadilan agama 
dapat teratasi. Dengan adanya KHI sebagai satu-satunya referensi hukum bagi 
                                                          
116
 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 31 
117





pengadilan agama, sehingga melahirkan putusan pengadilan agama disegenap 
wilayah hukum Indonesia menjadi seragam untuk kasus yang sama.
118
 
Melalui perjalanan panjang dan penuh dengan proses liku-liku, pada tahun 
1991 terbentuklah Kompilasi Hukum Islam yang dilembagakan dalam sebuah 
legislasi dan diberlakukan secara nasional dalam bentuk yuridis formal di 
Indonesia dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 
1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang penyebaran 
KHI.
119
 Dengan demikian, sejak tanggal 22 Juli 1991, Kompilasi Hukum Islam 
secara yurudis formal diberlakukan sebagai kerangka acuan hukum yang 
dipergunakan instansi pemerintah maupun institusi masyarakat yang 
memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan 
bidang perkawinan, kewarisan, zakat dan wakaf. 
 Meskipun KHI merupakan produk legislasi hukum nasional yang 
pelembagaan dan pemberlakuannya melalui Instruksi Presiden Republik 
Indonesia No. 1 Tahun 1991, namun kedudukannya amat kuat karena merupakan 
kesepakatan lahir dari proses penjaringan aspirasi ulama Indonesia. Bahkan 
lahirnya KHI merupakan bukti konkret yang amat spektakuler bahwa konstitusi 
Negara pancasila benafaskan syariah.
120
 
Meskipun keberadaannya hanya berstatus Inpres, bukan Peraturan 
Pemerintah atau Undang-undang, bahkan dalam tata urutan perundang-undangan 
di Indonesia, Inpres merupakan landasan hukum paling rendah dalam tata hukum 
                                                          
118
 Hamka Hak, Islam Rahmah Untuk Bangsa (Jakarta: RMBOOKS, 2009), h. 87. 
119
 Kemunculan gagasan KHI yang muncul dalam sejarah dan yang kita terima adalah 
berada dalam lingkaran pemegang kekuasaan politik, yakni kekuasaan yudikatif (Mahkamah 
Agung) dan kekuasaan Eksekutif (Departemen Agama). MA adalah lembaga yudikatif yang 
bertanggungjawab terhadap urusan teknis yudisial peradilan, sedangkan DEPAG pada saat itu 
berposisi sebagai lembaga eksekutif yang bertanggungjawab terhadap organisasi, administrasi, 
dan keuangan pengadilan agama. Lihat Pasal 11 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
120







 Hal tersebut tidak perlu dirisaukan, sebab spirit yang terkandung 
dalam KHI tidak bergantung pada tatusnya sebagai In[pres, tetapi ditentukan 
oleh kesepakatan aspirasi (ijma) ulama se-Indonesia, serta didukung oleh 
konstitusi dan semangat serta rasa tanggung jawab umat Islam se-Indonesia 
untuk menjadikan KHI sebagai referensi yang baku bagi pengadilan agama dalam 
merumuskan penetapan atau putusannya.
122
 
C. Bentuk Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 
Hukum Islam lahir dari justifikasi Tuhan sebagai satu-satunya hukum 
yang sempurna. Kesempurnaan tersebut selain karena sebagai wahyu Tuhan juga 
karena keberlakuannya tidak dibatasi oleh batas geografis dan waktu (universal). 
Hukum Islam sebagai sebuah produk yang lahir dari ijtihad dan kesepakatan 
ulama merupakan bagian yang integral dari ajarannya yang bersifat universal, 
sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan aturan-
aturannya dimanapun berada dan apapun nasionalitasnya.  
Karena sistem hukum nasional dapat dimaknai dengan sistem hukum 
yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu di sebuah negara nasional tertentu, maka 
dengan demikian apa yang akan dijelaskan dalam uraian berikut ini adalah 
tempat dan keadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia dan 
implikasinya terhadap bentuk dan formatisasi pembangunan tatanan hukum di 
Indonesia.  
 Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum merupakan produk  
politik, atau   menurut Daniel S. Lev bahwa yang paling menentukan dalam 
proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik,
123
 maka  hukum 
Islam yang menjadi cita-cita dan jiwa umat Islam dalam bernegara diperlukan 
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campurtangan kekuasaan dengan melalui legislasi. Dalam hubungan ini menurut 
Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah keinginan politik sehingga pembuat 
undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan 
demikian mendan pembuatan undang-undang menjadi mendan perbenturan dan 
pergumulan kepentingan-kepentingan.
124
 Badan legislasi akan mencerminkan 
konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. 
Perbedaan pandangan dalam menjadikan nilai-nilai hukum Islam menjadi 
hukum positif sering terjadi. Tarik menarik antara kekuatan politk nasionalis dan 
Islam telah menjadi dua pilar kekuatan raksasa yang menentukan stabilitas 
pengelolaan kakuasaan atau penyelenggara pemerintahan. Tak ada kekuasaan 
yang benar-benar stabil, selama dua pilar kekuatan tersebut tidak bersatu dan 
tanpa  kesungguhan menyangga kekuasaan. Di balik itu, stabilitas kebersatuan 
dari kedua kekuatan politik, yaitu nasionalis dan Islam, justru menjadi tunpuan 
bagi stabilitas nasional. Dapat juga dikatakan bahwa keseimbangan kekuatan 
(balance of power) nasionalis dan Islam menjadi kestabilan kekuatan kekuasaan 
dan percaturan politik. Kekuasaan  tergoncang ketika terjadi karena 
ketidakseimbangan atau tergantung terhadap the balance of power.125 
Ketaatan hukum lahir dari suatu proses pemberlakuan hukum, yang oleh 
Soerjono Soekanto dikenal tiga keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, 
keberlakun filosofis dan keberlakuan sosiologis. Keberlakuan yuridis bagaimana 
hukum itu memiliki suatu kepastian, apabila tidak diikuti   dengan keberlakuan 
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sosiologis maka hukum  sebatas aturan yang tidak mempunyaii kemanfatan. 
Keberlakuan filosofis berarti hukum itu sebatas tataran ide  tidak memiliki 
kemampuan untuk membumi, apabila tidak diikuti dengan keberlakuan legalitas 
yuridis. Dan keberlakuan sosiologis bagaimana hukum dapat dirasakan 




Pembentukan hukum nasional perlu mengindahkan ketentuan-ketentuan 
yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai 
sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat,dan 
nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam upaya pembentukan hukum tertulis tertentu yang 
dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama dalam buidang hukum yang relatif 
netral, dan berfungsi sebagaisarana dalam rekayasa sosial.
127
 Oleh karena itu, 
perubahan suatu hukum dalam masyarakat terjadi apabila dua unsurnya bertemu 
pada satu titik singgung. Kesadaran akan perlunya perubahan masyarakat dan 
keadaan baru yang akan timbul. Bila terjadi pada hukum yang sifatnya sensitif, 




 Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh 
mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup 
dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam 
yang eksis dalam kehidupan nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan 
dan pengembangannya. 
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 Fakta sejarah perjalanan hukum di Indonesia mendeskripsikan, bahwa 
kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi.  
Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa 
kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum 
nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.
129
 Hukum Islam 
yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat layakj untuk 
menjadi bahan baku dalam pembentukan hukum nasional. Asas dan kaidah 
hukum Islam berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam sistem hukum 
nasional. 
 Dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum Islam dalam tataran aplikatif 
menjadi hukum positif (ius  constituendum) hanya yang berkaitan dengan hukum 
privat yaitu ubudiah dan muamalah. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum 
publik Islam sampai hari ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan. Ironis 
jika dilihat dari aspek manapun, bahwa sesuatu yang bersifat publik 
keberlakuannya malah tidak dilegislasi tetapi yang berkaitan dengan masalah 
privat justru dijadikan hukum positif. 
 Walaupun begitu, seluruh upaya untuk lebih menerapkan hukum Islam di 
Indonesia patut diapresiasi dengan baik, ditengah berbagai halangan dan 
tantangan yang datang dari segala penjuru menolak eksistensi hukum Islam ke 
arah kodifikasi dan unifikasi hukum Islam ke dalam hukum positif. 
 Pada dasarnya implementasi hukum Islam di Indonesia dapat 
dilaksanakan melalui dua jalur. Pertama, dengan jalur iman dan takwa. Artinya 
pemeluk agama Islam melaksanakan hukum Islam secara pribadi sesuai dengan 
kualitas keimanan dan ketakwaannya.
130
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 Kedua, melalui jalur perundang-undangan dalam berbagai undang-undang 
dan peraturan lainnya. Jaih Mubarok mengemukakan sebagaimana yang dikutip 
oleh Ali Imron HS bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah qa>nun 
atau peraturan perundang-undangan.
131
 Penetrasi hukum Islam ke dalam 
peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu 
pertama, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara 
substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam.
132
 
 Model pertama ini jelas-jelas  tidak menggunakan label Islam sama sekali. 
Sebagaimana halnya hukum nasional secara umum yaitu bersifat netral, dengan 
definisi yang sangat vulgar tidak menunjukkan khas agama dan identitas 
kelompok tertentu. Dengan kondisi seperti ini, maka bagi orang-orang yang 
sering terlena dengan embel-embel atau berbagai macam lebel yang antiagama, 
serta orang yang sulit mengetahui esensi sesuatu, maka akan ada sangkaan bahwa 
hukum itu adalah hukum nasional bukan hukum Islam. 
 Hal ini terjadi karena keberadaan hukum Islam itu hanya dalam bentuk 
ide, bukan dalam bentuk istilah-istilah dalam format penyajian umum yang 
dikenal dalam kitab-kitab kuning. Inilah yang kemudian dikenal dengan Islam 
substantif. Artinya Islam yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat 
subtansial, dan tidak terjebak dalam hal-hal yang simbolis.
133
 
 Keberadaan hukum Islam seperti ini tidak ditampilkan dalam spanduk-
spanduk dan propaganda belaka meskipun esensinya ada. Hukum Islam dalam 
bentuk ini telah mengalami modifikasi dalam bentuk netral, karena telah terserap 
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dalam hukum nasional secara umum.
134
 Hal yang terpenting adalah esensi ajaran 
Islam tetap diamalkan sebagaimana mestinya. 
 Banyak contoh peraturan perundangan secara substantif dan tidak 
dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam, misalnya UU No. Tahun 1974 
tentang Perkawinan, yang banyak mengambil hukum Islam secara substantif. 
Ada lagi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. PP No. 70 dan No.72/1992 
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 
 Model kedua, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan 
yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.
135
 Melalui jalur ini 
banyak sekali hukum Islam yang telah diakomodir oleh negara. Fenomena 
tersebut tidak terlepas dari adanya kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini 
menunjukkan bahwa mayoritas muslim ingin semakin menegaskan jati diri 
sejelas mungkin dalam arti kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan 




Sebagai relasi dari hal tersebut, maka dalam sistem hukum nasional 
perkembangan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di bidang hukum 
keluarga menjadi suatu keharusan untuk dapat dikodifikasi dan diunifikasikan 
secara khusus bagi kalangan muslim Indonesia, sebagaimana yang tergambar 
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang 
ini merupakan bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia 
dan berlaku bagi semua warga negara, meskipun takdpat dipungkiri bahwa ia 
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mengandung keragaman hukum. Halini jelas merupakan tonggak awal bahwa 
hukum Islam secara yuridis telah memiliki legalitas yang kokoh.
137
 Demikian 
pula Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan suatu bentuk unifikasi dari 
keanekaragaman hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam ragam produk 
pemikiran fukaha yang tersebar dalam berbagai kitab fikih di Indonesia. 
Filosofi teori pelembagaan adalah melegislasi nilai-nilai syariah dalam 
sebuah produk undang-yndang yang terlembagakan, sedangkan pemberlakuan 
adalah upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan hukum Islam di Indonesia 
yang didasari oleh semangat penyelenggara negara, sehingga dapat mengikat 
seluruh masyarakat.
138
 Negara selaku pemegang otoritas menjadi sangat penting 
dalam menentukan apa yang merupakan hukum dan apa yang tidak merupakan 
hukum. Norma agama, moral serta adat istiadat tidak dianggap sebagai norma 
hukum, melainkan harus memiliki kekuatan mengikat dan memaksa yang 
ditentukan oleh negara. Negaralah yang memproduk hukum melalui pelembagaan 
dan pemberlakuan dalam bentuk produk perundang-undangan sebagai legislasi 
nasional. Apa yang dimaksud hukum adalah apa yang terlembagakan dalam 
produk perundang-undangan sebagai dasar pengikat bagi seluruh masyarakat. 
 Implementasi hukum Islam di Indonesia secara universal sebenarnya telah 
terakomodir dan terlaksana dengan baik, meskipun masih terbatas dalam masalah 
hukum privat. Munculnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti di 
atas, mendeskripsikan bahwa hukum Islam eksis di negeri ini. Meskipun dalam 
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praktiknya selama ini terjadi kompromi atau tarik ulur antara hukum Islam yang 
dianggap mewakili umat Islam beserta tokohnya dan hukum sekuler yang 





























LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: PELUANG DAN 
TANTANGAN 
A. Karakteristik Hukum Islam di Indonesia 
Merespon fenomena sosial politik dalam sejarah pemberlakuan hukum 
Islam di Indonesia, juga berdasarkan identifikasi atas produk-produk hukum 
Islam yang telah lahir, terdapat empat karakteristik hukum Islam di Indonesia. 
Pertama, Hukum Islam Indonesia masih bernuansa diskriminatif-patriarkhis.139 
Sebagaimana yang sering dibahasakan oleh Marzuki Wahid, bahwa kelahiran 
hukum berlatarbelakang agama tertentu dalam negara bangsa, yakni bukan 
negara agama seperti Indonesia, sejatinya menyimpan problem besar dalam 
struktur hukum nasional sendiri. Karena dengan begitu negara menciptakan 
dualisme hukum dan dapat dipandang sebagai tindakan diskriminatif tehadap 
agama lain. Idealisme hukum negara selalu harus memutuskan hukum untuk 
semua warga negara tanpa memandang latar belakang kehidupan pribadinya.  
Dalam hal ini, Marzuki Wahid dalam bukunya Fikih Indonesia mengurai 
dengan menarik sekaligus menukik dengan sangat kritikal atas problem tersebut, 
ia menyoroti dengan tajam dua dokumen hukum Islam yakni KHI sebagai produk 
kebijakan hukum Orde Baru, dan CLD-KHI sebagai produk hukum yang 
dihasilkan masyarakat sipil (civil society). Dua kebijakan hukum tersebut yang 
membicarakan isu-isu hukum keluarga Islam dalam beberapa tahun belakangan 
terus diperbincangkan dengan cukup serius oleh para aktivis muslim, bukan 
hanya di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia Islam. 
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Sebagai akibat dari fenomena tersebut, persoalan diskriminasi 
berdasarkan jenis kelamin yang memunculkan reaksi dari kalangan kaum 
perempuan untuk mencari solusi yang relevan untuk mengakhiri berbagai bentuk 
diskriminasi terutama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Para aktivis 
perempuan sepakat bahwa meskipun dunia telah mengalami perubahan yang 
amat cepat, tetapi relitas hari ini masih memperlihatkan bahwa hak-hak 
perempuan masih belum banyak berubah. Aturan-aturan yang diskriminatif  
terhadap perempuan dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi 
perempuan, sistem hukum dan perundangan hukum kelurga diberbagai negara 
masih sarat dengan muatan-muatan materi yang belum melindungi dan 
memberikan hak-hak yang adil bagi perempuan.
140
  
Sebagai contoh, banyaknya aturan-aturan yang bersifat diskriminatif bisa 
dilihat dari tidak adanya ketegasan dalam aturan hukum positif yang terdapat 
dalam beberapa produk legislasi di Indonesia, seperti keharusan adanya izin dari 
pengadilan bagi suami yang akan melakukan poligami, adanya kemampuan 
berlaku adil terhadap istri dan anak-anak,
141
 pemberian mut’ah oleh suami 
kepada istri yang dicerai, pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang ada 
dalam masa iddah, dan pemberian hadhanah (pemeliharaan) oleh bapak untuk 
anak-anaknya sampai pada umur 21 tahun.
142
 Dalam KHI dan UUP, aturan-
aturan tersebut sama sekali tidak diikuti sanksi apabila kemudian dilanggar.  
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Ini berarti bahwa aturan-aturan tersebut hanya berupa anjuran yang 
menyapa kesadaran masyarakat tanpa memberikan penegasan sebagai aturan 
hukum yang positif bahwa aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan. Karenya, 
sering kali prosuk putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan pelanggaran 
terhadap hal-hal di atas kurang dapat terlaksana secara efektif, dan kemudian 
pada umum nya yang banyak dirugikan oleh aturan yang ada di dalam KHI dan 
UUP adalah perempuan dan anak-anak.
143
 
Kedua, ‚kepribadian Arab‛, bahwa karakteristik hukum Islam di 
Indonesia sangat dominan diwarnai oleh kepribadian Arab, dan lebih lekat pada 
tradisi mazhab Syafi’i. Hal tersebut terlihat dari kitab-kitab rujukan yang 
digunakan oleh para ulama, kebanyakan kitab-kitab fikih yang bersumber dari 
kalangan Syafi’iyyah.144 Dalam perumusan berbagai produk hukum Islam, yang 
mana Badan Peradilan Agama telah menetapkan 13 kitab sebagai pedoman bagi 
para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara. Di 
samping untuk memperoleh kepastian hukum secara materiil, ke-13 kitab ini juga 
merupakan langkah ke arah unifikasi hukum Islam. 
Kondisi tersebut tidak jauh berbeda pada saat sekarang, seperti ketika 
para ulama Indonesia merumuskan Kompilasi Hukum Islam yang disahkan 
melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Jumlah total kitab-kitab yang 
diteliti dalam perumusannya  sebanyak 38 kitab yang dikaji oleh tujuh Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) se-Indonesia yang sebagian besar bahan rujukannya 
bermashab Syafi’i.145 
                                                          
143
 Aturan-aturan hukum Islam dalam perundang-undangan tersebut baru dapat disebut 
sebagai ‚fikih dalam bahasa undang-undang‛, dan belum sebagai ‚sebagai fikih sebagai norma 
hukum yang terkodifikasi‛ sebagaimana seharusnya. Lihat Agus Moh. Najib, Pengembangan 
metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukkum Nasional, h. 171. 
144
 Marzuku Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Islam di 
Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 128 
145





Selain terpaku pada mazhab Syafi’i, secara metodologis  kebanyakan 
kitab-kitab ushul fikih yang dipelajari masih bernuansa mazhab Syafi’i pula. 
Bahkan sebagaimana diketahui bahwa kitab-kitab ushul fikih yang ditulis di 
lingkungan mazhab Syafi’i, terutama yang diajarkan di pesantren-pesantren 
kebanyakan pembahsannya hanya sampai pada qiya>s, selain tentang al-Qur’an, 
hadis, dan ijma’. Hal ini mengindikasikan bahwa para santri diajarkan dan diajak 
berfikir bahwa pembicaraan tentang ijtihad hanya dapat dilakukan dan 
dibenarkan bila dilakukan dalam bingkai kias belaka, sehingga Imam Syafi’I 
mengatakan bahwa kias adalah ijtihad itu sendiri. Pendapat Imam Syafi’I 
tersebut dikriktik oleh pengikutnya sendiri, Imam Al-Ghazali yang mengatakan 
bahwa siapa yang mengatakan bahwa kias dan ijtihad itu dua lafal, maka ia telah 
berbuat kesalahan.  
Konsekuensi dari penekanan semacam ini adalah menundukkan semua 
realitas pada teks-teks (nas}), atau dengan kata lain memutuskan hukum atau 
masalah baru harus dicarikan cantolan dahulu terhadap teks yang telah ada, 
kemudian dicari persamaan illatnya. Metode semacam ini di samping sangat 
rumit juga terkesan kaku.
146
 
Dalam hal ini, Hasby Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa kias dalam 
batasan al-Syafi’I tersebut terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan.147 Hasbi 
As-Shiddieqy menganggap bahwa produk pemikiran hukum Islam ulama-ulama 
masa lalu yang kemudian dijumpai formulasinya dalam kitab-kitrab fikih itu 
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dibangun berdasar ‘urf Timur Tengah yang dalam beberapa hal tidak sesuai 
dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indoneasia yang melembaga dalam 
hukum adat. Atas dasar itulah ada bagian-bagian tertentu dari hukum Islam yang 
kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena dianggap kurang 
sesuai dengan kepribadian Indonesia.
148
 
Lebih lanjut dari itu, As-Syaukani berasumsi bahwa atmosfir intelektual 
hukum Islam Indonesia tampaknya masih Sya>fi’iyyah minded, baik dari sisi 




Kondisi tersebut menurut Hasbi As-Shiddieqy tidak semestinya berjalan 
terus-menerus, tetapi perlu dicarikan jalan agar tidak terpaku pada fikih yang 
berlatarbelakang Timur tengah itu. Menurutnya, boleh mengambil mana yang 
lebih cocok dengan nuansa bangsa Indonesia, yaitu fikih dan syariah Islam yang 
dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri 
utama bagi pembangunan hukum di tanah air yang tercinta ini. Maksudnya 
supaya Indonesia dapat menyusun suatu fikih yang berkepribadian sendiri.
150
 
Gagasan yang dituangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tersebut sangat menarik 
untuk dicermati. Ide pokok dari pemikiran Hasbi adalah gagasan agar hukum 
Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan 
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keindonesiaan. Maksudnya, dalam proses perumusan hukum Islam hendaknya 
memperhatikan kondisi objektif dan aspek-aspek atau pranata kehidupan 
masyarakat Idonesia sehingga hasilnya akan sesuai dengan keadaan ndan 
kebutuhan masyarakat Indonesia. untuk itu, menurut tokoh pembaharu dari Aceh 
itu, seseorang tidak mungkin membatasi diri dengan hanya menggunakan satu 
pendekatan saja (Sya>fi’iyyah minded), tetapi memanfaatkan semua metodologi 
yang pernah digagas oleh para ahli ushul fikih masa lalu dan sekarang. Di sinilah 
kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pemngembangan hukum Islam Indonesia, 




Ketiga, jika dilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) hukum 
Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititik beratkan kepada 
hukum privat atau hukum keluarga (ah}wal al-syakhs}iyyah), seperti perkawinan, 
perceraian dan perwakafan, seperti yang tercakup dalam Kompilasi Hukum 
Islam. Lembaga peradilan agama pun hingga saat ini hanya berwenang 
menangani konflik yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Adapun, hukum 
Islam yang berkaitan dengan masalah pidana (Fiqh al-jina>’i al-Isla>mi) belum 
secara positif ditetapkan. Hanya saja, ada informasi yang menggembirakan, 
bahwa kendati secara formal belum bisa diterapkan, tetapi secara substansial 
materi yang terdapat dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
yang baru banyak mengadopsi materi hukum pidana Islam.
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Dalam hal ini, resistensi terhadap rancangan Undang-Undang Perkawinan 
di masa lalu dapat dijadikan contoh dalam kasus rancangan Kitab Undang-
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Undang hukum Pidana tersebut, bahwa resistensi ini berasal dari kalangan umat 
Islam sendiri. Jika ditelusuri pada kenyataannya berhulu dari kesadaran bahwa 
Islam adalah agama hukum, dan hukum Islam mempunyai pengaruh yang 
signifikan  dalam kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, mengenai 
ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam yang bersifat mutlak dan tidak bisa 
ditawar karena telah diatur dalam al-Quran dan Sunnah, yang jika dicermati 
persoalannya juga tidak sederhana. Jazuni lebih lanjut menyebutkan penyebabnya 
adalah karena dikalangan ulama sendiri masih ada perbedaan pendapat tentang 
apakah yang pasti itu hanya tindak pidananya (dengan kata lain hukuman bisa 
diganti dengan bentuk lain asalkan dengan maksud mencegah dilakukannya 
tindak pidana tersebut), ataukah kepastian yang harus diikuti tidak hanya tindak 
pidananya, tetapi juga bentuk hukumannya.
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Berita gembira berkaitan dengan pelembagaan dan pemberlakuan hukum 
pidana Islam ini datang dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui 
Mahkamah Syariah. Berdasarkan amanat dan Qanun No. 10 Tahun 2002 yang 
merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan 
disempurnakan dengan UU. RI. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah 
Istimewa Prov. Nangroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syariah ini kelak akan 
menangani perkara-perkara perdata dan pidana. Apakah para hakim akan 
menerapkan secara mentah-mentah formulasi hukum pidana Islam yang ada 
dalam kitab-kitab fikih atau sebelumnya akan disusun formulasi hukum pidana 
Islam yang baru, yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Aceh. Semua yang 
berkaitan hal tersebut adalah merupakan obsesi yang masih belum bias terjawab 
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 adalah satu fenomena eksistensi hukum Islam 
dalam bidang maumalah (fiqh al-mu’a>malah) yang paling membanggakan. Pada 
saat ini keberadaan bank-bank yang menggunakan prinsip syariah terbukti tidak 
mengalami goncangan yang cukup berarti ketika Indonesia dilanda krisis moneter 
pada tahun 1997. Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank yang 
menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya ketika itu mampu 
bertahan, saat mana lembaga bank lain mengalami kerugian dan dilikuidasi. 
Dalam kerangka inilah sebenarnya, keberadaan bank syariah harus dipahami 
sebagai lembaga keuangan yang menawarkan solusi pengelolaan lembaga 
keuangan yang lebih sehat, dan mampu menciptakan pemerataan ekonomi di 
masyarakat. 
Keempat, apabila dicermati dari aspek pemberlakuan, di kalangan 
kelompok mayoritas Islam mereka berpandangan perlunya pemberlakuan hukum 
Islam (syariah Islam) secara yuridis-formal bagi umat Islam di Indonesia, bukan 
bagaimana supaya hukum Islam dapat dijadikan sebagai bahan utama bagi 
pembentukan hukum nasional.
156
 Dalam hal ini, tampaknya ada kecenderungan 
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kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari hukum negara, sebagai 
bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Bila kecenderungan itu 
dikaitkan dengan masalah efektivitas hukum, tampaknya ada harapan bahwa bila 
perlembagaan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dan menjadikannya 
sebagai hukum negara, akan mempunyai daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh 
masyarakat yang beragama Islam.
157
 Logika hukum seperti itu untuk sementara 
dapat diterima, kendatipun pada kenyataannya tidak selalu terjadi demikian. 
Contoh yang paling mudah adalah peraturan pencatatan nikah yang tercantum 
pada pasal 2 ayat (2) UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun 
sejak disahkan hampir 30 tahun lalu fenomena kawin ‚bawah tangan‛ atau 
kawin‛ atau kawin ‚sirri‛ (perkawinan yang tidak dicatatkan kepada petugas 
pencatat Nikah/PPN) masih marak dilakukan. Imam Syaukani melihat bahwa hal 
ini tidak semata-mata karena faktor teknis atau kurangnya sosialisasi peraturan 
perundang-undangan tersebut, tetapi lebih pada masih kurangnya analalisis 
metodologis hukum Islam dalm menjelaskan posisi hukum pencatatan  nikah 
tersebut.
158
 Marzuki Wahid dan Rumadi melihat bahwa hal itu dikarenakan 
adanya kekhawatiran bahwa pemerintah akan memanfaatkan kondisi ini untuk 
ikut serta menentukan formulasi hukum Islam yang diimplementasikan di 
Indonesia, sehingga memunculkan apa yang disebut oleh keduanya sebagai ‚fikih 
mazhab negara‛. Bila hal itu terjadi, maka pada titik ini, disadari atau tidak telah 
berlaku teori receptie, hanya saja, berbeda dengan teori receptive yang 
                                                                                                                                                               
Islam, termasuk orang Islam di Indonesia. oleh karena itu, bagi mereka, proses kehidupan politik 
adalah dalam rangka atau sebagai alat untuk menerapkan hukum Islam. Kelompok kedua, yaitu 
kelompok yang menggunakan pendekatan kultural substansial, memandang bahwa yang penting 
bukan formalisme penerapan hukum Islam, tetapi pnyerapan nilai-nilai Islam ke dalam 
masyarakat muslim itulah yang justru lebih penting. Lihat Agus Moh. Najib, Pengembangan 
metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukkum Nasional, h. 46-47. 
157
 Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Cet. I; 
Yogyakarta: UII Press, 1998),  h. 126. 
158





dikemukakan oleh Hurgronje, pada new receptive theory ini telah terjadi proses 
resepsi agama oleh negara. Artinya, hukum Islam baru diakui keberadaanya 
apabila telah dilembagakan dan disahkan oleh negara.  
B. Persinggungan antara Tiga Sistem Hukum 
 Ada ungkapan yang mengatakan ‚Ibi societas ibi lus‛ yang artinya di 
mana ada masyarakat di sana ada hukum, dengan kata lain hukum itu tercipta 
karena adanya suatu masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda satu 
sama lain, sehingga perlu adanya suatu aturan agar hak-hak dan kepentingan 
didalam kehidupan bermasyarakat dapat terjamin. Akan tetapi dengan cakupan 
hukum yang begitu luas dan menyentuh semua warga dunia, sehingga 
menimbulkan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, dengan kata lain 
setiap negara-negara bahkan setiap daerah mempunyai sistem hukum yang 
berbeda. 
Dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia, sebagaimana ngara-
negara lain termasuk di Barat, diperlukan berbagai system dan sumber hukum. 
Karena itu, dalam rangka pembinaan dan pembentukan hukum nasional perlu 
diperhatikan dan digali sumber-sumber yang ada di Indonesia, bahkan dalam 
situasi tertentu digunakan pula bahan-bahan yang berasal dari mancanegara atau 
sumber yang berasal dari hukum internasional. Sumber-sumber yang berasal dari 
hukum yang ada di Indonesia adalah hukum Barat yang berasal dari Eropa 
Kontinental, hukum Adat yang beraneka ragam, hukum Islam dan hukum agama 
lain, sertu hukum adat golongan Timur Asing.
159
 
Indonesia yang dikenal sebagai Negara hukum memberlakukan tiga 
sistem hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, ketiga sistem hukum yang 
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dikenal yakni hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat hadir di tengah-tengah 
masyarakat Indonesia. Akan tetapi, antara ketiga sistem hukum tersebut tidak 
pernah mendapat kesempatan untuk mencari titik-titik persamaan, sebaliknya 
politik hukum yang berlaku di Indonesia justru mempertajam dan sering 
mengadakan pertentangan-pertentangan antara ketiga sistem hukum tersebut. 
Karena ketiga sistem hukum itu berlaku bersamaan dalam masyarakat, 
maka sejarah perkembangan huukum Islam di Indonesia dipenuhi dan 
dipengaruhi oleh perbenturan ketiga sistem hukum itu. Membangun hukum 
nasional yang didasarkan pada keanekaragaman tradisi dan ideologi tidaklah 
mudah. Adanya interaksi antara bermacam-macam hukum mengakibatkan 
adanya persinggungan dan persaingan satu sama lain. Olehnya itu, dalam 
pembahasan ini akan dibatasi dan dititikberatkan pada persinggungan dan 
persaingan antara ketiga sistem hukum yang tumbuh tersebut. 
Kelompok yang berpandangan bahwa hukum nasional Indonesia 
seharusnya adalah hasil pengembangan dari hukum adat merupakan kelanjutan 
gerakan yang telah banyak dicetuskan pada masa awal kemerdekaan. Paham 
tersebut hendak memperejuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara 
mengangkat hukum rakyat menjadi hukum nasional. Kelompok adat beranggapan 
bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat dan dibebankan dari atas, melainkan 
akan dan harus tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat 
itu sendiri.hasil pengembangan dari hukum adat merupakan kelanjutan gerakan 
yang telah banyak dicetuskan pada masa awal kemerdekaan.
160
  
Pendukung gagasan ini berupaya menolak kodifikasi dan unifikasi dari 
hukum warisan kolonial. Menurut mereka hukum adat lebih sesuai dengan rasa 
keadilan masyarakat Indonesia disbanding hukum warisan kolonial. Oleh karena 
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itu, setiap hukum warisan kolonial yang bertentangan dengan hukum adat, maka 
hukum warisan kolonial tersebut demi hukum harus dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 
Namun, dalam hal ide pembentukan hukum nasional, hukum adat dalam 
sejarahnya semakin melemah dan terpinggirkan. Karena itu, hukum adat lebih 
dipandang sebagai ajaran normatif yang hanya memiliki kekuatan moral dalam 
masyarakat, sehigga pada gilirannyaegara merasa tidak wajib memasukkan 
ajaran-ajaran hukum adat dalam aturan-aturan perundangan secara formal.
161
 
Dalam kaitannya dengan hukum Islam, antara hukum Islam dan hukum 
adat dalam meramu pembentukan karakter hukum nasional kita sangatlah kuat, 
hukum Islam yang mengakui ‘urf sebagai hukum karena menyadari kenyataan 
bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur 
masyarakat.
162
 Menurut Hasbi seperti dikutip Nouruzzaman Shiddiqi, urf adalah 




Dalam hukum yang tumbuh di Indonesia, hukum adat sebaliknya juga 
meghargai hukum Islam. Adat menempatkan hukum Islam mengatasi adat itu 
sendiri. Di Indonesia banyak nilai agama yang terserap dalam budaya sehingga 
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Menurut Hasyim Muzadi, keragaman budaya di Indonesia harus disikapi 
melalui pendekatan kultural yang pro-pluralisme dan bukan dengan gerakan 
purifikasi yang menyebabkan hilangnya kekayaan budaya lokal yang dianggap 
bertentangan dengan nilai-nilai budaya Arab yang sebagian umat Islam diklaim 
sebagai budaya Islam.
165
 Di tingkat budaya, agama berdialektika dengan nilai-
nilai budaya lokal, yang menghasilkan sintetis berupa budaya lokal yang diisi ruh 
Islam, sehingga sangat banyak nilai islam yang turut mewarnai budaya tanpa 
menghilangkan unsur lokalitasnya dan nuansa keindonesiaannya. 
 Adanya persaingan dan bahkan konflik yang terjadi antara hukum Islam 
dan hukum adat serta antara Islam dengan hukum Barat salah satu penyebabnya 
adalah campur tangan penjajah, yang untuk melihat kesinambungan kenyataan 
oleh pemikiran yang berkembang tentangnya, pembahasan ini tidak akan 
mengabaikan kebijakan yang diterapkan sejak masa penjajahan. 
Dalam hal ini, penjajahan Belanda dan Jepang sama-sama 
mengeksploitasi Islam untuk kepentingan mereka. Belanda hanya menyisakan 
peluang yang sangat kecil bagi kegiatan politik Islam, sedangkan Jepang 
membuka pintu bagi umat Islam untuk berpengalaman dan turut serta dalam 
politik dan latihan militer.
166
  
Islam mendapat tantangan yang cukup berat pada masa penjajahan, hal ini 
wajar karena kolonialisme dan imperialisme Barat yang kejam itu pada mulanya 
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juga berkaitan erat dengan proses perluasan agama mereka ke dalam masyarakat-
masyarakat terjajah. Di Indonesia, Belanda memandang Islam sebagai suatu 
kemungkinan ancaman terhadap mereka, sebaliknya, kedatangan mereka oleh 
orang-orang Indonesia dipandang sebagai penyerangan terhadap Islam.
167
  
Untuk itulah, dalam paradigma pandangan kelompok Barat, yang terlihat 
dari para ahli hukum Indonesia, terutama para praktisi hukum, yang selama ini 
memang mempelajari hukum menurut tradisi Eropa, khususnya Belanda, 
berupaya mengembangkan hukum nasional Indonesia dari modal dasar hukum 
kolonial. Menurut mereka, hukum kolonial bagaimanapun juga adalah hukum 
yang substansinya secarta formal masih berlaku dan sebagian besar kaidah-
kaidahnya masih merupakan hukum positif di Indonesia. 
Perkembangan hukum di Indonesia selama ini, sejak masa kolonial dan 
masa-masa sesudahnya sampai dengan masa sekarang, adalah perkembangan 
yang bergerak menurut pola-pola hukum Eropa, yang dalam hal ini adalah hukum 
Belanda. Memutus alur perkembangan ini, berarti memutus hubungan tradisional 
sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah antara Indonesia dan Belanda, 
yang sebenarnya juga meliputi berbagai aspek yang sifatnya institusional seperti 
peradilan dan pendidikannya. Pemutusan hubungan ini akan berarti memaksa 
Indonesia mengembangkan hukum nasionalnya dengan beranjak dari awal lagi 
dan menyia-nyiakan apa yang hingga kini telah dicapai.
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Pengaruh hukum Kolonial itu masih dirasakan dengan kuat sampai pada 
pembentukan dan pengajuan RUU tentang peradilan agama pada awal 1989. 
Itulah sebabnya, sekarang kita harus mulai melepaskan diri dari trauma masa lalu 
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itu serta meneliti dan memikirkan kembali sifat dan hakikat dari masing-masing 
sistem hukum itu untuk diambil sebagai ramuan hukum nasional kita. 
Pengaruh perbenturan hukum tersebut telah mengakibatkan pengaruh 
dalam pembentukan hukum nasional kita. Pertama-tama tentang apa yang kita 
sebut dengan hukum barat yang berupa beberapa kodifikasi hukum perdata 
(BW), hukum Pidana (WS), hukum dagang, hukum acara perdata, dan hukum 
acara pidana. Kecuali hukum acara pidana yang telah berhasil kita ganti dengan 
produk nasional KUHAP, semua kitab hukum itu masih tetap diperlakukan 
sampai sekarang, karena kita belum berhasil membuat gantinya. Semua kitab 
kodifikasi itulah yang sekarang digunakan dan dalam penerapannya telah banyak 
menyimpang dari jurispurudensi yang sebelum-sebelumnya.
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Karena kitab-kitab tersebut berbahasa Belanda, yang telah dikuasai oleh 
para praktisi hukum, terutama para hakim, maka seolah-olah kitab-kitab hukum 
tersebut tercabut dari akarnya, karena teori-teori hukum yang dahulu menjadi 
pencipta dari hukum barat itu sekarang dijiajarkan dengan memasukkan 




Yang lebih memprihatinkan lagi dari masa depan hukum nasional kita 
yakni tidak adanya teori-teori hukum yang telah kita miliki, dan yang kita 
lanjutkan adalah teori-teori hukum Belanda. Itupun telah ditambah-tambah 
dengan pandangan sendiri oleh para pakar hukum, baik yang diambil dari teori-
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teori hukum negara lain, maupun yang bersumber dari adat setempat. 
Singkatnya, kita belum mempunyai ilmu pengetahuan hukum (nasional) sendiri.\ 
Fenomena di atas menunjukkan bahwa sistem hukum yang tumbuh dan 
dikembangkan di Indonesia tidak mampu melahirkan teori-teori hukum yang 
mencirikan sistem hukum yang bersumber dan berakar dari ramuan hukum kita 
sendiri. Begitupun dengan kajian ulang terhadap hukum adat yang sesungguhnya 
tidak berasal dari pemikiran bangsa melainkan ditemukan oleh sarjana hukum 
Belanda, C. Van Vollenhoven. 
Bangsa kita hanya mengenal adat, yang kemudian direkayasa secara 
ilmiah oleh sarjana hukum itu menjadi ilmu hukum adat. Ilmu hukum adat ini 
digunakan oleh politik hukum kolonial sebagai lawan hukum Islam yang dampak 
mentalnya masih terasa sampai sekarang di kalangan para pakar hukum kita. 
Akan tetapi kajian awal kita dalam hukum adat agak lebih mudah, karena hampir 
sepakat pakar-pakar hukum itu menyetujui pendapat Prof. M. Soepomo 
sebagaimana yang dikutip Busthanul Arifin yang mengatakan bahwa hukum adat 
itu adalah hukum tertulis di samping hukum tertulis, sebagaimana yang biasanya 
selalu ada dalam setiap hukum di Negara manapun juga.
171
 Dengan pendirian 
yang demikian, maka hukum adat tersebut tidak akan bertentangan dengan 
hukum Islam dan hukum Barat. 
Akhirnya, bagaimanapun pendapat dan optik yang digunakan untuk 
melihat persaingan antara ketiga sistem hukum tersebut pada akhirnya akan 
menimbulkan sebuah hipotesa bahwa masing-masing pendekatan memiliki 
kelebihan dan kekurangan, yang tidak seyogyanya bersikap apriori. 
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C. Seputar Legislasi: Antara Peluang dan Tantangan 
Pada dasarnya pelembagaan hukum Islam merupakan tuntutan dari 
kenyataan nilai-nilai dan firkah (pemikiran) umat Islam dalam bidang hukum, 
kesadaran berhukum pada syariat Islam secara sosiologis dan kultural tidak 
pernah mati dan selalu hidup dalam sistem politik manapun, baik masa 
kolonialisme Belanda, Jepang maupun masa kemerdekaan dan masa 
pembangunan dewasa ini. 
Syariat Islam meskipun pada realitanya telah membumi dan dan menjiwai 
setiap aktifitas sehari-hari bangsa Indonesia (khususnya umat Islam), dan banyak 
dijadikan acuan hakim dalam memutus nperkara, namun pada kenyataannya 
pelembagaan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang 
tidak hanya mengatur masalah keperdataan belaka merupakan suatu tuntutan 
kebutuhan hukum umat Islam. 
Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini 
masyarakat sebagai suatu pranata dalm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Itu berarti, muatan hukum yang tumbuh dan berkembang bukan hanya 
yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan ntuk mengantisipasi 
perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.
172
 
Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia selama ini hanya berkiprah 
di bidang hukum perdata (Islam), khususnya di bidang hukum keluarga.
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Sementara dalam bidang hukum lain, hukum Islam dapat dikatakan belum dapat 
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 Perkembangan hukum keluarga di Indonesia ini mengalami [pasang surut dan 
pertentangan ppolitik hukum yang tajam semenjak masa cmasalah kewenangan hukum 
materialnya.olonial Belanda. Pasang surut tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai teori 
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memberikan kontribusi apapun bagi perkembangan hukum positif di Indonesia, 
sehingga seakan-akan bidang hukum tersebut bukan menjadi urusan umat Islam 
Indonesia. Padahal, sebagaimana dikemukakan pada bab pertama bahwaajaran 
Islam, termasuk bidang hukumnya, pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh 
umat manusia bahkan alam semesta. Ini berarti bahwa seharusnya norma hukum 
Islam dalam berbagai bidangnya tersebut dapat sesuai bagi seluruh umat manusia 
dan tidak hanya khusus pemberlakuannya bagi umat Islam, yang tentu saja dalam 
pemberlakuannya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat setempat. 
Sejauh ini, produk perundang-undangan di Indonesia yang bahannya 





 Kompilasi Hukum Islam,
176
 Undang-undang tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji,
177





 dan Undang-Undang tentang Perbankan 
Syariah.
180
 Selain undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, 
semuanya berkaitan dengan hukum perdata Islam yang kewenangan 
penyelesaiannya ditangani oleh Pengadilan Agama.
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Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) Nomor 3 Tahun 2006 
menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 
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Masalah-masalah di atas, baik dari segi materi hukum maupun proses 
acaranya di Pengadilan Agama, hanya berlaku bagi orang Islam atau badan 
hukum Islam di Indonesia, kecuali apabila ada orang atau badan hukum lain yang 
dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam.
182
 
 Pemberlakuan hukum Islam hanya untuk orang Islam pada dasarnya di 
samping tidak selaras dengan sifat dasar dari hukum Islam yang menjadi rahmat 
dan dapat sesuai bagi semua orang, juga tidak sejalan dengan cita-cita bangsa 
Indonesia yang menginginkan pembentukan hukum nasional yang bersifat 
unifikasi bagi seluruh warga negara. Olehnya itu, pemberlakuan hukum Islam 
khusus bagi orang islam ini seharusnya dipahami hanya sebagai langkah awal 
yang bersifat sementara, untuk kemudian hukum Islam diarahkan dapat 
memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia, tidak 
hanya dalam bidang keluarga, tetapi juga dalm bidang hukum lainnya seperti 
yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang karakteristik hukum Islam 
ala Imdonesia. 
Meskipun pada kenyataannya hukum hukum Islam dan hukum nasional 
berbeda dari segi pembuatannya, keduanya banyak memiliki persamaan pada 
tataran normanya, karena keduanya sama-sama dimaksudkan untuk mewujudkan 
kebaikan. Legislasi hukum Islam berarti menjadikan hukum Islam sebagai hukum 
negara. Artinya, hukum Islam diangkat dan dikuatkan menjadi hukum negara.  
Satu hal yang menjadi catatan penting adalah tidak semua hukum Islam 
perlu dilegislasikan. Menurut Jazuni, ketentuan hukum Islam yang perlu 
dilegislasikan adalah ketentuan hukum yang memiliki kategori yang 
penegakannya memerlukan bantuan kekuasaan negara dan yang hanya 
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berkorelasi dengan kepentingan umum.
183
 Jazuni lebih lanjut berpendapat bahwa 
Indonesia yang rakyatnya dikenal berbinnheka, nilai-nilai universal yang 
diajarkan oleh semua agama dapat dilegislasikan dan diberlakukan secara 
nasional kepada semua warga negara. Nilai-nilai partikular yang hanya diajarkan 
oleh agama tertentu atau hanya yang menyangkut kepentingan pemeluk agama 
tertentu, jika dilegislasikan, hanya dapat diberlakukan pada pemeluk agama yang 
bersangkutan. Hanya dengan demikian, kemaslahatan berupa keutuhan perasaan 




Dalam perkembangannya, banyaknya tantangan yang dihadapi dalam 
pelembagaan hukum Islam Indonesia dengan jalan legislasi tidak begitu saja 
membuat langkah surut oleh para kalangan pendukung gagasan transformasi 
hukum Islam Indonesia, salah satu aspek yang penting untuk mendapat pehatian 
dalam menjawab fenomena-fenomena di atas adalah munculnya gagasan 
pemikiran fikih Indonesia, yang dapat dipandang sebagai tawaran moderat di 




Tawaran transformasi hukum Islam Indonesia yang dilakukan oleh para 
penggagas pemikiran fikih Indonesia
186
 menekankan perlunya fikih yang khas 
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 Dalam kenyataannya, berkembang dua pemikirran dalam gagasan pemikiran fikih 
Indonesia. Pertama, berupaya memberlakukan hukum Islam yang dipahami secara tekstual dalam 
aturan formal perundang-undangan. Kedua, berpandangan bahwa yang penting secara substansial 
hukum yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam Dan secara 
kultural umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya, baik dalam bidang muamalah 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Para tokoh yang dimaksud yakni T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hazairin, Munawir 





dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia sehingga kemudian dapat 
diberlakukan secara formal melalui peraturan perundang-undangan.
187
  
Dalam tataran aplikasi, para penggagas fikih Indonesia sepakat bahwa 
perlu ada upaya untuk melakukan formalisasi dalam bentuk kodifikasi untuk 
memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Formalisasi tersebut diusahakan 
secara konstitusional melalui mekanisme demokrasi yang ada, baik melalui partai 
politik, sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Hasbi dan Hazairin, ataupun 
lembaga yang lain, sebagaimana yang di tawarkan oleh Munawir Sjadzali. 
Apabila telah terkodifikasi dan diberlakukan di Indonesia, maka menurut mereka 
aturan-aturan tersebut sebagai kesepakatan (ijmak) Indonesia. pemikran para 
penggagas fikih Indonesia inilah yang tentu saja memiliki kontribusi besar bagi 
adanya aturan-aturan perundang-undangan yang terkodifikasi, terutama yang 
bahannnya berasal dari hukum Islam dan diberlakukan bagi masyarakat Islam.
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Dalam hal pelembagaan hukum Islam di Indonesia, sangat disadari bahwa 
hukum Islam telah melalui perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, yang 
menandakannya dengan munculnya berbagai bentuk dan corak yang 
membedakannya dengan masa lainnya. Untuk dapat melihat sejauhmana 
efektifitas pemberlakuan hukum Islam transformatif di Indonesia, maka perlu dan 
penting untuk melihat sejauh mana peluang-peluang dan tantangan-tantangan 
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yang dihadapi hukum Islam dalam upaya pelembagaannya untuk dilegislasikan 
menjadi bagian dari hukum nasional. 
1. Peluang Legislasi Hukum Islam 
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, maka 
dapat diangkat beberapa alasan yang memberikan peluang bagi hukum Islam 
untuk tetap eksis dan dipertahankan dalam pemberlakuan hukum di Indonesia. 
Pertama, Secara demografis, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. 
Alasan ini haruslah menjadi bahan petimbangan dan menjadi salah satu acuan 
bagi pembentukan hukum positif yag berlaku di Indonesia.  
Secara historisitas dan sosiologis, hukum Islam telah mengakar dalam 
praktek kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang ada, masyarakat 
Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk berhukum dengan hukum agama 
(hukum Islam). Di sisi lain, ada keyakinan bahwa ketika masyarakat Indonesia 
menyatakan Islam dalam bentuk dua kalimat syahadat, secara otomatis berarti 
mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang dimaksud dengan teori 
kredo atau teori syahadat,
189
 yang merupakan refleksi tata nilai yang diyakini 
masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat yang digagas 
oleh H. A.R. Gibb. Menurut Gibb sebagaimana yang dikutip olegh Zainal Arifin, 
bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah 
menerima otoritas hukum Islam atas dirinya, perbedaan perlakuan dari pihak 
penugasan terhadap sistem hukum yang lain, tidak bisa menyurutkan pengakuan 
dan pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi otoritas masyarakat. 
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Karena itu, meskipun ada hukum Barat (kolonial) dan hukum Adat, akan tetapi 
karena hukum Islam telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki orang Islam, 
maka ia tetap akan menjadi aturan sistem hukum yang kuat.
190
 
Kedua, yang menjadi peluang bagi legislasi hukum Islam di Indonesia 
adalah adanya alasan yurudis. Berdasarkan pemahaman yang menganggap bahwa 
Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif, dimana hukum Islam 
mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, seperti pelaksanaan ibadah salat, 
puasa, zakat, dan haji, dan secara formal yuridis, adalah bagian hukum Islam 




Sebagai hukum yang bersumber pada agama, hukum Islam memiliki daya 
ikat yang kuat, tidak terbatas pada aturan yang berdimensi profane humanistic, 
akan tetapi juga berdimensi transcendental. Hukum Islam yang terdiri dari 
syariah dan fikih mempunyai karakter yang bersifat universal dan fleksibel serta 
memiliki dinamika yang sangat tinggi, karena ia memiliki dua dimensiyakni 
konsistensi dan transformasi yang memungkinkan hukum Islam selalu relevan 
dengan perubahan spesial dan temporal yang selalu terjadi. Dalam hal inim 
hukum Islam dalam beberapa hal telah menjadi hukum positif berdasarkan 
undang-undang yang dikeluarkan pemerintahan Nekara Kesatuan republik 
Indonesia. 
Ketiga, alasan konstitusional. Pancasila yang dikenal sebagai payung 
negara hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 
kedudukan yang penting bagi agama dan menjamin akan kedudukannya dalam 
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sistem hukum nasional. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan hukum 
yang bersumber dari agama, terutama sila pertama pancasila dan pasal pasal 29 
UUD 1945. Pengembangan hukum sebagaimana digariskan dalam berbagai 
peraturan diarahkan untuk tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran 
hukum masyarakat yang  mayoritas beragama Islam tidak lepas dari hukum Islam 
telah membuktikan bahwa hukum nasional yang dikehendaki negara adalah 
hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama dan tidak memuat 
norma-norma yang bertentangan dengan hukum agama. 
Keempat, alasan politis (siya>sah), meski dalam ruang lingkup yang 
terbatas, namun sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan 
berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi untuk 
mentransformasikan hukum Islam.
192
 Memasuki era reformasi, menyusul 
jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 melahirkan iklim kebebasan dalam 
mengkespresikan pendapat tanpa tuduhan-tuduhan subversi umat Islam,
193
 baik 
dalam bentuk pendirian partai-partai politik maupun dalam bentuk pelaksanaan 
syariat Islam sebagai hukum positif atau pemberlakuan Piagam Jakarta. Hal ini 
membawa dampak pada pembicaraan hukum Islam dalam konteks hukum 
nasional tidak terbatas pada teori-teori integrasi (elektisisme), tetapi juga pada 
aplikasi materi-materi hukum Islam yang  dapat dijadikan sebagai hukum positif 
atau diintegrasi ke dalam hukum nasional. 
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Kelima, alasan ilmiah yang memandang bahwa hukum Islam sebagai ilmu 
sudah lama menjadi kajian ilmiah baik dari orang-orang Islam sendiri maupun 
dari non-muslim dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu yang berbeda. Di 
Indonesia, sudah menjadi anggapan umum ketika menmbahas kehidupan politik 
sekarang tidak pernah lepas dari masalah agama, khususnya Islam. Kajian politik 
yang melibatkan Islam tampaknya diikuti oleh kajian ilmu sosial lainnya, yang 
meliputi sosiologi dan antropologi, bahkan juga ilmu ekonomi. Hal ini membuka 
peluang bagi Islamisasi ilmu pengetahuan. 
Dalam konteks yang demikian, hukum Islam selalu didukung oleh 
argumentasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mayoritas 
atau seluruh warga Indonesia, utamanya para elit politik di parlemen beserta 
pemerintah, dapat menerima argumentasi bahwa upaya legislasi hukum Islam di 
luar masalah ibadah, memang sangat diperlukan dan diyakini sepenuhnya akan 
dapat menciptakan kemaslahatan. 
2. Tantangan Legislasi Hukum Islam 
Tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia yang dapat diidentifikasi 
dari berbagai literatur adalah sebagai berikut: 
Pertama, tantangan struktural. Adanya perbedaan pendapat di kalangan 
muslim sendiri, ada yang mendukung gagasan legislasi hukum Islam dan ada pula 
yang menolaknya. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya teori pemikiran mengenai 
hukum penerapan hukum Islam di Indonesia. ada yang menegaskan melalui 
pendekatan formalistik-legalistik, ada juga pendekatan  lain yang 
mengedepankan pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, di samping itu ada 
juga pendapat yang mengedepankan pendekatan secara akademik. Satu kelompok 
mengklaim bahwa satu-satunya metode yang valid adalah dengan mewujudkan 





kekhalifahan Islam sebagai satu-satunya solusi untuk menegakkan syariat Islam. 
Pihak lainnya mementingkan perjuangan secara politis dan mengkritik 
perjuangan kultural dengan membina pemahaman masyarakat. Sementara itu, 
ada pihak yang secara gigih memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara 
langsung dengan cara memberantas setiap bentuk kemaksiatan di hadapannya 
dan kurang memperdulikan perjuangan secara yuridis konstitusional. 
Tantangan terbesar umat Islam yang sebenarnya adalah menggalang satu 
sinergi besar yang sistematis, konstruktif, serta dibekali hujjah/reasoning untuk 
melakuakan perjuangan dalam kaitannya dengan penerapan syariat Islam.
194
 Hal 
ini menimbulkan dilemma yang berlarut-larut tanpa ada penegasan dan titik temu 
dalam upaya transformasi hukum Islam. Di samping itu, juga member dampak 
kepada keberanian para ahli hukum yang enggan atau bahkan takut untuk 
mengkaji Islam yang berkaitan dengan hukum atau dengan istilah baku ‚Hukum 
Islam‛, karena ‚Islamo Phobia‛ penguasa dalam beberapa dekade. Keenggangan 
juga ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak ahli hukum kita yang 
sangat taat menjadi pengikut hukum warisan kolonial. 
Produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil 
memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara 
mayoritas di semua lembaga aspirasi pembentuk hukum. Fakta politik 
menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, 
sebgagaimana tampak dari hasil pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, 
patai politik Islam tidak pernah memperoleh suara mayoritas sepanjang sejarah 
pemilihan umum  di Indonesia. 
Pada masa orde baru, beberapa ilustrasi  yang secara jelas memperlihatkan 
kekalahan politik Islam Indonesia itu adalah: pembubabaran partai Masyumi dan 
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ditolaknya rehabilitasi partai itu (1960); tidak diperkenankan tokoh-tokoh 
penting bekas Masyumi untuk memimpin Parmusi, partai yang baru dibentuk 
untuk menggantikannya (1968); dibatasinya jumlah partai politik Islam dari 
empat (NU, MI, PSII, dan PERTI) menjadi satu yakni PPP (1973); berkurangnya 
jumlah wakil-wakil Islam dalam parlemen dan kabinet; dan lewat 
pengasastunggalan Pancasila, tidak dibolehkannya Islam sebagai asas organisasi 
politik dan sosial (1985), yang lebih menyedihkan dari itu Islam politik telah 
menjadi sasaran kecurigaan ideologis, yang oleh negara, para aktivis Islam politik 
sering dicurigai sebagai anti terhadap ideologi negara Pancasila.
195
 
Di era reformasi, kekalahan Islam politik semakin terlihat dari banyaknya 
partai Islam yang berkompemtisi dalam pemilihan umum, yang pada 
kenyataannya masyarakat lebih memilih partai yang berkomitmen terhadap Islam 
daripada partai yang berasaskan Islam. Hal ini terlihat pada kemenangan partai 
Golkar pada pemilihan umum tahun 2004, dan kemenangan partai democrat pada 
tahun 2009. Menurut salah satu cendikiawan muslim Nurcholis Madjid 
sebagaimana yang dikutip oleh Bahtiar Effendi, partai-partai Islam tidak lagi 
mampu menarik massa Islam karena ketiadaan ide-ide segar di kalangan mereka, 




Dalam konteks ini, agama Islam sering dijadikan alat untuk sesuatu yang 
tidak Islami dan orang-orang yang menjadikan Islam sebagai alat untuk 
mewujudkan ambisinya. Sungguh tragis, agama dijadikan hanya untuk 
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membenarkan sikap-sikap politis. Sobari menyebutnya dengan istilah ‚politis 
berjubah agama‛.197 
Fakta yang menunjukkan bahwa banyaknya umat Islam di parlemen 
termasuk yang berasal dari partai politik Islam, belum mampu menunjukkan 
bukti pembenahan yang sangat signifikan dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi (hal ini masih bias diperdebatkan), bahkan sebaliknya sebagai pelaku 
korupsi. Perjuangan dan pembenahan politik inilah yang dilakukan oleh umat 
Islam agar nilai-niali ajaran islam dapat mewarnai bahkan menjadi materi pokok 
hukum nasional apabila memungkinkan formal. Jika tidak maka yang perlu 
dilakukan adalah penanaman nilai-nilainya oleh apa yang diistilahkan 
Kuntowijoyo dengan nama obyektifikasi.
198
 
Fenomena seperti di atas menunjukkan bahwa belum ada langkah 
kebijakan nasional mengenai perlunya kajian mendalam menyangkut hukum 
Islam transformative di Indonesia. para politisi juga belum menjadikan hukum 
Islam sebagai diskursus yang dominan dalam upaya melegislasikan berbagai 
macam produk hukum Islam yang tidak hanya berkaidat dengan hal 
keperdardataan saja namun yang juga bisa mencakup hukum secara umum 
(publik). Legislasi hukum yang dicita-citakan yang sesuai dengan arah kebijakan 
di bidang hukum di dalam berbagai peraturan belum mendapat penanganan 
secara serius, di sisi lain kondisi politik dan ekonomi pada masa-masa awal 
belum juga dapat diselesaikan dan terus memunculkan masalah yang kompleks, 
sehingga banyak menyita waktu untuk lebih berkonsentrasi pada masalah-
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masalah yang hanya berkaitan dengan pilitik dan ekonomi nasionak yang 
berakibat mengesampingkan persoalan-persoalan dalam masalah hukum, 
termasuk dalam hal ini yakni upaya untuk melembagakan hukum Islam dalam 
sistem hukum nasional. 
Kedua, tantangan kultural. Sebagaimana yang dibahas dalam sub-bab 
sebelumnya bahwa di Indonesia dikenal dan berlaku tiga sistem hukum yang 
saling berdampingan, antara hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum kolonial. 
Ketiga sistem hukum tersebut merupakan konsekuensi logis untuk dianut oleh 
masyarakat di Indonesia. Dampak dari ketiga sistem hukum ini, yaitu terjadi 
dualisme terminologi, bahkan menyebabkan kesenjangan antara terminologi 
hukum umum dan terminologi hukum Islam. 
Permasalahan ini menjadi masalah serius dan menjadi emban tanggung 
jawab bagi para akademisi dan ilmuwan, baik akademisi dalam bidang ilmu 
hukum dan para akademisi hukum Islam. Adanya dikotomi yang tajam antara 
hukum umum dan hukum Islam mendominasi dunia ilmu hukum di Indonesia dan 
keduanya seolah tidak dapat dikompromikakan apalagi untuk saling mengisi 
(elektik).
199
 Konsekuensinya, bagi mereka yang mempelajari hukum umum akan 
lebih menonjolkan pemikiran ilmu hukum umum dan begitupun sebaliknya bagi 
mereka yang belajar hukum Islam hanya menonjokan pemikiran hukum Islamnya 
saja, tanpa mencari solusi dan titik temu untuk dikompromikan. 
Tantangan yang semisal, yakni adanya resistensi dari kalangan non 
muslim yang mengangga bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia dengan 
wacana dan konsep legislasinya akan menempatkan mereka (seolah-olah) sebagai 
warga negara kelas dua.
200
 Memasuki era reformasi, resistensi yang muncul 
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terhadap upaya transformasi hukum Islam tidak hanya muncul dari pihak 
nonmuslim saja, tetapi juga dari kalangan umat Islam sendiri. Lahirnya UU No. 
18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam yang memberikan otonomi 
khusus kepada Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syariat Islam, hal ini di 
satu sisi merupakan pencapaian yang luar biasa dan bentuk apresiasi bagi 
kalangan yang telah memperjuangkannya menjadi produk legislasi dalam bentuk 
perundang-undangan. Namun demikian, belakangan muncul anggapan bahwa 
kebijakan tersebut sarat dengan kepentingan politik dan bukan semata-mata 
unruk kepentingan masyarakat Aceh sendiri. Hipotesa ini muncul dan terlihat 
dari berbagai opini dan tanggapan yang muncul di media elektronik dan media 
massa yang cukup memojokkan syariat Islam. Hal ini membuktikan, bahwa 
pembentuk hukum dari kalangan elt politik sangat menentukan dan menjadi 
prioritas dibanding dengan aspirasi dan kehendak mayoritas, apalagi mayoritas 
umat Islam masih dalam klaim statistikal-kuantitatif bukan dalam statistikal-
kualitatif. 
Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi objektif hukum Islam di atas, 
peluang untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif 
Indonesia pada dasarnya terbuka lebar, sebab hukum nasional tidak akan 
mungkin meninggalkan nilai-nilai hukum Islam, apabila negara Indonesia masih 
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai bukti dan jaminan bahwa hukum 
Islam ada dan dijamin dalam hukum nasional Indonesia. 
Terkhusus dalam bidang hukum terdapat rasa optimisme di kalangan para 
pakar hukum, bahwa di masa yang akan datang hukum Islam akan mendominasi 
hukum nasional. Semisal Baharuddin Lopa sebagaimana yang dikutip oleh 





akan banyak berdasarkan ajaran-ajatran Islam.
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 Anggapan ini sejalan dengan 




Dengan demikian, politik hukum Islam di Indonesia secara praktis-
empiris tidak saja mengukuhkan sejarah perkembangan hukum Islam sebagai 
hukum positif ke dalam model pelembagaan yurudis, akan tetapi telah 
menciptakan ruang yang nyaman di dalam gedung istana negara bagi hukum 
Islam. Hanya saja, sekali lagi, akomodasi ini dalam batasan-batasan tertentu 
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Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, 
maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat 
yaitu; 
1. Dalam merumuskan prinsip dan dasar politik dalam Islam, para pemikir Islam 
kontemporer telah merumuskannya. Pertama, kedaulatan, yakni kekuasaan 
itu merupakan amanah. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. 
Kedua, prinsip keadilan, salah satu ciri khas kehidupan islami dan masyarakat 
muslim adalah ditegakkannya keadilan, keadilan merupakan nilai-nilai 
kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar dalam berbagai aspek kehidupan, 
baik kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Ketiga, prinsip dasar 
dalam politik Islam adalah syu>ra> dan ijma’, yakni mengambil keputusan di 
dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan 
konsultasi dengan semua pihak yaitu rakyat melalui pemilihan secara adil, 
jujur dan amanah. Keempat, semua warga negara dijamin hak-hak pokok 
tertentu. Beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan 
terhadap keamanan pribadi, harga diri, dan harta benda, kemerdekaan untuk 
mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan 
hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan 
yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk 
melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Kelima, hak-hak negara. Semua warga 
negara meskipun yang oposan atau yang bertentangan dengan pemerintah 







2. Format legislasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. 
Melalui jalur ini banyak sekali hukum Islam yang telah diakomodir oleh 
negara. maka dalam sistem hukum nasional perkembangan hukum Islam ke 
dalam sistem hukum nasional menjadi suatu keharusan untuk dapat 
dikodifikasi dan diunifikasikan secara khusus bagi kalangan muslim 
Indonesia. Pertama, sebagaimana yang tergambar dalam Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan bentuk 
kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dan berlaku bagi 
semua warga negara, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa ia mengandung 
keragaman hukum. Hal ini jelas merupakan tonggak awal bahwa hukum Islam 
secara yuridis telah memiliki legalitas yang kokoh. Kedua, Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), merupakan suatu bentuk unifikasi dari keanekaragaman hukum 
Islam, sebagaimana tercermin dalam ragam produk pemikiran fukaha yang 
tersebar dalam berbagai kitab fikih di Indonesia. Ketiga, UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, dari perspektif pembentukan hukum 
berkarakter responsif karena akomodatif terhadap lembaga pengadilan agama 
yang menjadi bagian penting dalam kelembagaan hukum Islam di Indonesia, 
lahirnya undang-undang tersebut sepenuhnya sejalan dengan semangat 
hukum Islam karena secara substansial untuk memperbaiki sistem manajemen 
masalah-masalah dalam bidang ibadah dan muamalah. 
3. Beberapa faktor pendukung dalam hal melegislasikan hukum Islam di 
Indonesia , antara lain: 
a. Mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam sehingga 
memperjuangkan hukum Islam dalam hukum nasional kemungkinan 





b. Dalam konstitusi negara yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, hukum 
Islam mendapat jaminan menjadi bagian dari hukum nasional dan harus 
ditampung dalam hukum nasional. 
c. Sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan 
berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi dalam hal 
melegislasikan hukum Islam. 
d. Hukum Islam memiliki elastisitas untuk disesuaikan dengan keadaan dan 
kebutuhan umat Islam Indonesia. 
Dari berbagai peluang di atas, sebaliknya ada beberapa tantangan legislasi 
hukum Islam, yaitu: 
a. Perbedaan pendapat dikalangan muslim sendiri, ada yang mendukung 
gagasan legislasi dan ada pula yang menolaknya. 
b. Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menilai legislasi hukum 
Islam di Indonesia akan menempatkan mereka menjadi warga negara 
kelas dua dan juga dipicu oleh sebagian gerakan Islam sendiri yang 
kontraproduktif bagi perjuangan hukum Islam 
c. Produk legislasi yang merupakan produk politik harus mendapatkan 
dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum, dan fakta 
menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia. 
B. Implikasi 
Berdasarkan pembacaan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa legislasi 
hukum Islam harus dengan cara melalui jalur konstitusional, yaitu melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sehingga tidak justru menguindang resistensi 
dari kalangan lain serta kontraproduktif bagi citra agama Islam dan umat Islam. 
Supaya tawaran produk legislasi hukum Islam baik metode formulasi 





perlu sosialisasi di kalangan umat Islam tentang perlunya mengintegrasikan 
hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui jalur legislasi sesuai dengan 
kebutuhan umat Islam di Indonesia agar kemenduaan loyalitas dapat 
terhindarkan. 
Memperjuangkan hukum Islam memerlukan tindakan nyata (seperti 
penyusunan RUU) secara konsisten dengan prinsip pembangunan hukum. Karena 
jika hanya sebatas janji tanpa dibarengi dengan bukti nyata hanya akan 
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